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MOTTO

&3 Apa saja ntkmat vang ada pada kamu maka dari Allah
SWT (datangnya). dan bila kamu ditimpa kemudharatan.
maka kepadaNyalah kamu meminta pertolongan.
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RINGKASAN

Pembangunan kereta api di Indonesia pertama kali adalah di desa Kemijen
Jum’at tanggal 17 Juni 1864 dilakukan oleh perusahaan kereta apt swasta (VS)
setelah itu diikuti oleh perusahaan kereta api negara (SS) 28 September 1945
sebagai Han Kereta Api Rebuplik [ndonesia” (DKARI) Berdasarkan
Pengumuman Menter1 Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 2 Tanggal
6 Januan 1950, ditetapkan bahwa mulai | Januani 1950 DKARI dan “Staats
Spoorwegen en Verenigde Spoorweg Bedrijf (SS/VS) digabung menjadh satu
perusahaan kereta api bernama “Djawatan Kereta Api™ (DKA).

Sebagai salah satu daerah operasi, Daerah Operasi VI Yogyakarta juga
mempunyal masalah vang sama dengan daerah operasi vang lain Tanah i
samping atau lebih dikenal sebagai tanah emplasemen, biasanya digunakan oleh
warga baik dengan ijin atau ndak. Dar uraian diatas penyusun tertarik untuk lebih
lanjut untuk membahas dalam skripsi i1 vang begudul Pengelolaan Aset PT
Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta Berupa Tanah Emplasement
di Stasiun Delanggu (Suatu Tinjauan Historis dari Sudut Hukum Agrana).

Tujuan yang ingin diketahui adalah untuk mengetahui asal-usul aset tanah
PT Kereta Api (Persero) Daerah Operas: VI Yogyakarta, jupa mengetahui faktor-
faktor maupun kendala yang menghambat dan juga untuk mengetahu pengelolaan
tanah emplasement PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta
Stasiun Delanggu yang disewakan kepada warga sipil.

Dalam melakukan penulisan, metode penelitan yang dipergunakan dalam
penulisan skripsi adalah melalui pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.
Sedangkan sumber diperoleh data primer, vaitu data yang diperoleh langsung dan
lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak vang terkait dan data
sekunder, vaitu data yang didapat secara tidak langsung berupa peraturan
perundang-undangan, dokumentasi maupun informasi yang berhubungan dengan
skrips: im.

Dengan Peraturan Pemernintah No. 22 Tahun 1963, dibentuk “Perusahaan
Negara Kereta Api” (PNKA), sehingga Djawatan Kereta Api dilebur kedalamnya.
Berdasarkan Peraturan Pemeriniah No. 61 Tahun 1971, bentuk perusahaan PNKA
mengalami perubahan lagi menjadi “Perusahaan Jawatan Kereta Api” (PJKA)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990, PJKA kembali mengalami
perubahan menjadi Perusahaan Umum Kereta Api disingkat Perumka
Selanjutnya, berdasarkan “Loan Agreement” No. 4106-IND yang kemudian lebih
dikenal dengan Proyek Efisiens: Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 1998, Pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum
(PERUM) Kereta Api menjadi PT Kereta Api (Persero).

Dalam kenvataannya tanash emplasemen tersebut bisa digunakan untuk
berbagai macam dan apabila ada permasalahan tentang tanah yang dikuasai oleh
PT Kereta Api (Persero) maka dan pihak PT Kereta Api (Persero) tinggal
menunjukan grondkaart (surat ukur atas tanah emplasemen) saja. Grondkaart
menguratkan dan menjelaskan secara kongkrit batas-batas tanah yang sudah

X1l
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diserahkan kepada PT Kerela Api (Persero) berdasaarkan ordonansi yang dimuat
dalam Staatsblad masing-masing.

Pengelolaan di Stasiun Delanggu setiap penyewa tanah emplasemen,
diwajibkan untuk membayar uang sewa atas tanah yang vang ditempatinya kepada
PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta. Besarnya disesuaikan
dengan besarnya tanah yang dipakai dan setiap tahun mengalami perubahan, tetapi
sekarang tanah emplasemen di Stasiun Delanggu sudah dalam keadaan terkapling-
kapling, hal ini memudahkan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI
Yogyakarta tidak akan kesulitan untuk menentukan luas tanah yang masih
kosong. Dalam hal jika ada orang akan memakai atau menggunakan tanah
emplasemen PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, orang yang
akan menggunakan tanah tersebut akan dikenakan semacam biava pengeantian
tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 8.000.000.- untuk ukuran
seluas 100m” ., ini tidak saja terjadi di Stasiun Delanggu saja. tetapi terjadi hampir
di setiap stasiun yang dirasa strategis untuk bisnis. Selain harus membayar uang
sewa tersebut warga juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran yang ingin disampaikan adalah agar PT Kereta Api (Persero) dapat
memaksimalkan fungsi tanah emplasemen terscbut, agar dapat menunjang
kegiatan operasional PT Kercta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogvakarta,
sclain itu permasalahan yang ada juga tidak terlepas dan keberadaan Badan
Pertanahan Nasional, hendaknya hati-hat dalam memberikan sertifikat tanah
kepada warga sipil apabila mercka meminta hak atas tanah PT Kersta Api
(Persero). PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogvakarta juga harus
mengawasi pemakalan tanah emplasemen, agar tdak dimanfaatkan oleh pihak-
pthak yang ndak berwenang atas tanah tersebut, termasuk para petugas “palsu”
yang memberikan ijin penggunaan tanah atau mengaku petugas penarik sewa
tanah emplasemen PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, juga
melakukan penertiban terhadap aset-aset PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi
V1 Yogvakarta,

X
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BAB 1 % .' m . JEHAE

PENDAHULUAN ~ ———u_

I. 1 Latar Belakang

Keberadaan kereta api di Indonesia ditandai dengan pengavunan cangkul
pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, Mr. L. A J. W. Baron Sloet van
de Beele di desa Kemijen Jum’at Tanggal 17 Juni 1864 yang diprakasai oleh
“Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indishe Spoorweg Maatschappi)™ (NV.
NISM). Perusahaan swasta membangun jalan kereta api antara Kemijen -
Tangeung dan pada Tanggal 10 Februan 1870 dapat menghubungkan kota
Semarang-Surakarta sejauh 110 km. Selain di Jawa, pembangunan jalan kereta api
juga dilakukan di Sumatera Selatan pada tahun 1914, Sumatera Barat pada tahun
1891, Sumatera Utara pada tahun 1886 dan Aceh pada tahun 1874, bahkan pada
tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 km
antara Makasar-Takalar.

Pada pemerintahan Hindia Belanda terdapat dua macam perusahaan kereta
api di Indonesia, yaitu perusahaan kereta api negara atau Staats Spoorwegen
(disingkat SS) dan perusahaan kereta apt swasta yang lergabung dalam
Vereniging van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij atau juga
disebut dengan Verenigde Spoorwegbedrijf (disingkat dengan VS) vang berkantor
di Bandung.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada Tanggal 17 Agustus
1945 karyawan kereta api yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Apt”
(AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dan pihak Jepang. Peristiwa
bersejarah vang terjadi pada Tanggal 28 September 1945, yaitu pembacaan
pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA  lainnya,
menegaskan bahwa kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia.
Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebaga) Han Kercta Api
Rebuplik Indonesia™ (DKARI), Lima tahun kemudian, berdasarkan Pengumuman

Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pckerjaan Umuom Noo 2 Tanggal 6 Januan
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1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKARIT dan “Staats Spoorwegen en
Verenigde Spoorweg Bedri)f (S5/VS) digabung memjadi satu perusahaan kereta
apl bernama “Djawatan Kereta Ap™ (DKA) (Sumber Internet).

Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan
Undang-undang No. 19 Tahun 1960, yang menetapkan bentuk usaha BUMN_ Atas
dasar Undang-undang ini, dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963,
Tanggal 25 Mer 1963 dibentuk “Perusahaan Negara Kereta Api~ (PNKA),
sehingga Djawatan Kereta Ap1 dilebur kedalamnya Pemenntah pada Tangeal |
Agustus 1969 mengeluarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1969, yang
menctapkan jenis BUMN menjadi tiga yaitu Perseroan, Perusahaan Umum dan
Perusahaan Jawatan. Sejalan dengan Undang-undang dimaksud, berdasarkan
Peraturan Pemenntah No. 61 Tahun 1971 Tanggal 15 September 1971, bentuk
perusahaan PNKA mengalami perubahan lagi menjadi “Perusahaan Jawatan
Kereta Api” (PJKA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990, pada
Tanggal 2 Januan 1991, PJKA kembali mengalami perubahan menjadi
Perusahaan Umum Kereta Api disingkat Perumka Sejalan dengan perubahan
status i kinerja perkeretaapian di Indonesia kian membaik (Sumber Intemnet).

Selanjutnya, berdasarkan “Loan Agreement” No. 4106-IND Tanggal 15
Januan 1997 berupa bantuan provek dan Bank Dunia, yang kemudian lebih
dikenal dengan Proyvek Efisiensi Perkeretaapian atau “Railway Effiency Project”
(REP), dan Peraturan Pemenntah No. 19 Tahun 1998, Tanggal 3 Februan 1998,
Pemernintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta
Apt menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian Kewenangan Menteri Keuangan
Terhadap PT Kereta Api (Persero), dan kewenangan Menteri Keuangan
berdasarkan rapat umum pemegang saham dialihkan kepada Menten Negara
Pemberdayaan Badan [saha Milik Negara, serta diperkuat lagi oleh akta notaris
Imas Fatimah nomor 02 Tanggal | Jum tentang PT Kereta Api (Persero) vang
telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman C 1717 RT 0101 Tahun 1999
Fanggal | Oktober 1999 Proses: perubahan status perusahaan dan Perum menjadi

Persero secary “de-facto” dilakukan Tanegal | Jum 1999, saat Meahub Gin S
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Hadiharjono mengukuhkan susunan Direksi PT Kereta Api (Persero) di Bandung
(Sumber Internet).

PT Kereta Api (Persero) kemudian dibagi menjadi beberapa Daerah
Operasi antara lain adalah Daerah Operasi | berkedudukan di Jakarta, Daerah
Operast 1T berkedudukan di Bandung, Daerah Operasi [l berkedudukan di
Cirebon, Daerah Operasi 1V berkedudukan di Semarang, Daerah Operasi V
berkedudukan di Purwokerto, Daerah Operasi VI berkedudukan di Yogvakaria
Daerah Operasi VII berkedudukan di Madiun, Daerah Operasi VI berkedudukan
di Surabaya, Daerah Operast [X berkedudukan di Jember Selain itu terdapat pula
Divisi Regional vang terdapat di Sumatra yaitu antara lain Divisi Regional |
berkedudukan di Sumatra Utara, Divisi Regonal [l berkedudukan di Sumatra
Barat, Divisi Regional 111 berkedudukan di Sumatra Selatan Kemudian dalam
Daerah Operasi atau dalam Divisi Regional dipimpin oleh Kepala Daerah Operasi
atau Kepala Divisi Regional yang berada di bawah bertanggung jawab kepada
Direksi PT Kereta Api (Persero) dan PT Kereta Api (Persero) berkantor pusat di
Bandung, di Jalan Penintis Kemerdekaan No. | Bandung

Sebagai badan hukum publik P Kereta Apr (Persero) tentu mempunyai
aset. Aset PT Kereta Api (Persero) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1992, jalan kereta api, pintu perlintasan, jembatan menjadi milik
pemernntah, maka PT Kereta Api terbatas memiliky aset berupa Sarana Gerak,
Prasarana serta Fasilitas. Prasarana pokok perkeretaapian milik pemenntah yang
dikelola PT Kereta Apr (Persero) terdin dan jalan kereta api (track), prasarana
jembatan kereta api, persinyalan dan telckomunikasi, yang dibangun dan dirawat
olch pemerintah dengan pertumbuhan yang relanf kecil Penambahan jalur rel
baru yang dilakukan selama imi lebth diarahkan pada usaha meningkatkan
kapasitas anghkut,

Seperti diketahui, tanah-tanah yang dikuasai oleh PT Kereta Apr (Persero)
sekarang ini menurut sejarahnya terdin dan tanah-tanah vang semula dikuasai
oleh Perusahaan Kereta Apt Pemenntah Hindia Belanda dengan Hak Beheer dan
tanih-tanah vang berasal dan Perusthoan Kereta Api Partikehr (oo swasta)

dengan Hak Memakar, Hak Opstal, Hak Edfpacht Atau Hak Eigendom vang
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menurut  prosesnya terakhir perusahaan-perusahaan tersebut telah terkena
nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 86 Tahun 1956

Aset tanah vang dimiliki oleh PT Kereta Api (Persero), tanah vang belum
dipakai oleh PT Kereta Api (Persero) perlu adanya pendayagunaan agar dapat
diperoleh keuntungan guna pengembangan PT Kereta Api (Persero) 1tu sendin.
PT Kereta Ap (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, mempunyai hak
pengelolaan atas tanah vang di kuasainya. Kebutuhan akan tanah oleh manusia
yang terus berkembang tetapi luas tanah vang tetap, menjadikan orang-orang vang
tidak atau belum mempunyai tanah untuk dijadikan tempat mendinkan bangunan
rumah atau bangunan lam. Akhimya menggunakan tanah vang di kuasai PT
Kereta Am (Persero) Daerah Operast V1 Yogvakarta dengan cara menyewa atau
membeli hak sewa kepada orang lain dengan harga yang relatif tingg:.

Tanah yang ditempati oleh orang atau warga adalah tanah di sebelah kanan
dan sebelah kin dan jalur rel vang belum atau tidak dipakai oleh PT Kereta Api
(Persero) Dacrah Operast VI Yogyakarta, sedangkan oleh PT Kereta Api (Persero)
Daerah Operasi VI Yogyakarta maksud adanya lahan vang belum terpakai
tersebut adalah untuk mengantisipasi jika ada kecelakaan kereta, maka masyarakat
udak terkena akibatnya, juga jika ada bangunan atau pohon yang ditanam
penduduk yang dapat mengpanggu pandangan kereta api pada jalur atau signal
vang ada, selain ity untuk mengantisipast adanya perencanaan dan PT Kereta Ap
(Persero) Daerah Operasi V1 Yogyakarta yang akan melakukan pembuatan jalur
ganda Solo-Yogyakarta sejauh 60 km yang perkiraan selesainva pembuatan jalur
ganda 1m adalah pada tahun 2005,

Seinng dengan adanya pembuatan jalur ganda im, mau tidak mau PT
Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta melakukan penggusuran
beberapa rumah warga vang menyewa tanah kepada PT Kereta Api (Persero)
Daecrah Operast VI Yogyakarta, tentu saja yvang terkena gusur tersebut juga
mendapatkan  ganti kerugian karena bangunannya terkena akibat pelebaran jalur
panda Solo-Yogyakarta, Ini dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) Dacrah
Operast V1 Yopgyakarta karena warga hanya mempunvar hak guna bangunan saga

schamimana terdapat dalam perjanpian sewa tanoh antara warea dan I'T Kerela
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Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta. Penggusuran i juga terjadi di
sekitar Stasiun Delanggu , tetapi yvang terkena akibat pelebaran jalur ganda ini
hanya sedikit warga. PT Kereta Apr (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta
akhimya juga memberikan ganti kerugian atas penggusuran ini, mengingat
mereka juga telah membayar sewa tanah atas yang mereka tempati.

Dan uraian diatas penyusun tertarik untuk lebih lanjut untuk membahas
dalam skripsi im yang berjudul PENGELOLAAN ASET PT KERETA API
(PERSERO) DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA BERUPA TANAH
EMPLASEMENT DI STASIUN DELANGGU (Suvatu Tinjauan Historis dan
Sudut Hukum Agraria),

1. 2 Ruang Lingkup

Untuk menjaga konsisitensi pembahasan dalam sknpsi imi diperlukan
adanya batasan-batasan terhadap permasalahan yang diangkat Berkaitan dengan
hal tersebut maka ruang lingkup penulisan sknpsi m di fokuskan pada
pengelolaan aset PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta berupa
tanah emplasement di Stasiun Delanggu.

1. 3 Rumusan Masalah
Sebagaimana telah disampaikan di atas tentang pengelolaan tanah PT

Kereta Api (Persero) Daerah Operasi V1 Yogyakarta di Stasiun Delanggu, berikut

macam tanah yang di kelola atau dimiliky, antara lain

a. Tanah Berm adalah tanah penyangga yang berada di sebelah kanan dan sebelah
kir rel keretn api Luas tanah berm T Kereta Api (Persero) Diaerah Operast VI
Yopvakarta di Stasiun Delanggu adalah sekitar 20 ha. mehput panjang Kurang
lebih S km dan lebar kurang lebih 39 m- Tanith berm tersebut berlungsi sehaga
antsipatd untuk penambabon elur, pembustan plur paods atau apabila tergad
kevelakaan  kereta hn.:'.‘Hul_,':',:l Wiaren masvarakat tidak teckena akibat dan
kecelakaan tersebut

b Tanah Lmplasemen adalah anah penyangga di sebelah kanan dan scbelah kin

rel kereta api vang hanva sepamang kedua signal (signal masuk dan signal
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keluar) dan Stasiun Delanggu. Luas tanah emplasemen Pl Kereta Api
(Persero) Daerah Operast VI Yogyakarta di Stasiun Delanggu adalah kurang
lebih seluas 5 ha, yaitu meliput jarak kedua signal sepanjang kurang lebih 1,25
km (untuk lebarnya semakin mendekati stasiun maka semakin lebar),
Tanah emplasemen adalah tempat terbuka atau tanah lapang vang disediakan
untuk jawatan atau satuan bangunan (seperti tanah lapang di dekat stasiun
untuk keperluan jawatan kereta api). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989),
Berdasarkan uraian di atas. permasalahan yang ingin di bahas oleh penulis,

yaitu -

I

td

L.

&

b

L

Bagaimana asal-usul aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI
Yogyakarta?

Bagaimana pengelolaan aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi
VI Yogyakarta berupa tanah emplasemen di Stasiun Delanggu?

4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut -

4.1 Tujuwan Umum
Tujuan umum darn penulisan skripsi ini adalah -

Merupakan tujuan yang bersifat akademis vaitu untuk memenuhi sebagian dari
syaral-syaral seria tugas-lugas untuk mencapai gelar sarjana hukum sesuai
dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Untuk digunakan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan bagi para prakusi
agar dapat memakainys sebagni bahan untuk melihat dan menvelesaikan
permasalahan vang dihadapi

Uintuk mengembangkan pemikiran dun menetapkan ilmu pengetabuan vany
diperoleh selama studi dalam masyarakat umum, khosusnyva bagi mahasiswa

Fakaltas Hukum
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- 4.2 Tujuan Khusus
Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui asal-usul aset tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi VI Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor maupun kendala yang menghambat PT Kereta
Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta dalam pengelolaan aset tanah
emplasement di Stasiun Delanggu.

¢. Untuk mengetahui pengelolaan tanah emplasement PT Kereta Api (Persero)

Dacrah Operasi V1 Yogyakarta Stasiun Delanggu yang disewakan kepada

warga sipil.

1. 5 Metodologi Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah tdak terlepas dan penelitan yang
merupakan aspek yang sangat penting untuk menggali data-data yang diperlukan
vang selanjutnya diolah untuk kemudian dianalisis dan untuk memecahkan
permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian juga merupakan salah satu
parameter obyektifitas karya penulisan.

Metode penelitian yvang dipergunakan dalam penulisan sknipsi ini secara
taktis operasional dapat diurai sebagai berikut -

. 5. 1 Pendekatan Masalah
Kapan dalam sknipst ini akan dilakukan melalm pendekatan

a. Yundis empiris, vaitu pendekatan masalah vang dilakukan dengan jalan
mengeali Keterangan dan berbagai pihak yang terkait sebagai bahan kajian
dalum proses pembahasan darnt seg praktis dengan membandingkan teon dan
kenvataan (Socmitro, 1988)

b Yundis pormat!, vadto kapan lerhadap permasalahan melalus pendekatan
dengun  meneluah  pernturan  perundang-undangan  vang berlabu vang ada

hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1998)
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1. 5.2 Sumber Data
Seluruh data yang terangkum dalam penulisan skripst im baik berupa fakta

maupun informasi terbagi dalam dua macam .

a. Data Pnimer, yaitu data vang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa
hasil wawancara atau konsultasi dengan pihak-pthak yang terkait, sehingga
diperoleh informas: atau hasil vang diperlukan (Soemitro, 1998).

Data pnmer yang disajikan oleh penulis dalam sknpsi im bersumber dan para
tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal di wilayah Stasiun Delanggu,
serta dan instansi PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakana.

b. Data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung baik berupa
peraturan  perundang-undangan, dokumentasi maupun informasi vang
berhubungan dengan maten skripsi int (Soemitro, 1998),

1. 5. 3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan

a  Studi literatur, yaitu pengumpulan data vang dilakukan dengan cara menelaah
peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur vang berhubungan dengan
substansi bahasan skripsi ini (Soemitro, 1998).

b. Studi lapangan (interview), vaitu tekmk pengumpulan data yang dilakukan
melalul wawancara langsung dengan berbagi pthak yang ada kaitannva dengan
pokok permasalahan vang diangkat (Soemutro, 1998).

1. 5. 4 Analisis Data
Semua data awal vang terkumpul selanjuinva akan diolah untuk mengkaji
permisalahan yang dibahas. Analisis dokumen maupun data-data vang diperolch
dari studh kepustakaan, vang semuanyva bersifat kualitatif diolah secara deskniptif
anithtis untuk memberikan gambaran, penjelasan dan keterangan mengenai obvek
penelitinn berdasarkan fakta dan teon yane daa vang diperpunakan dalam
i

penyusunan sknpst i adalah desknpiil kvalanf, vaitu semua daw vang tidak

tertulis vang diperoleh dan dan wawancars, dokumen ada (Soemitro, 1998 138).
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Sedangkan cara untuk menank kesimpulan akan dilakukan secara indukuf
yaitu penyimpulan dari bahasan vang sifatnya khusus mengarah pada pembahasan
yang sifatnya umum (Had, 1993)
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2, 1 Fakta

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan, sehingga tidak asing bila kita
banyak mendengar sengketa atas tanah vang tidak begitu jelas kepemilikannya,
tapi pastilah ada vang sah menurut hukum vang berhak atas tanah tersebut. Hal im
terjadi dimanapun jika ada orang atau sekumpulan orang yang dengan sengaja
menempati tanah yang dianggapnya kosong dan tidak ada pemiliknya, terlebih
bertingkah masa bodoh dengan kepemilikannya.

Salah satunva contohnya adalah masyarakat yang menempati di scbelah
kanan atau kiri rel kereta api, mereka mendinkan bangunan permanen atau semi
permanen, yang tujuannya untuk tempat tinggal atau untuk tempat usaha
Seringkali mereka sudah diperingatkan oleh petugas dan PT Kereta Api (Persero),
tetapi mereka tidak mengindahkan hal tersebut Hal imi malah di dukung oleh
sikap PT Kereta Api (Persero) yang seolah-olah membiarkan hal tersebut, ni
diakw oleh Kepala Sub Divisi Properti dan Periklanan PT Kereta Api (Persero) Ir.
Yayat Rustandi M. Sc., bahwa memang selama ini PT Kereta Api (Persero) terlalu
berkonsentrasi pada operasionalnva saja, schingga aset vang berupa lahan PT
Kereta Api (Persero) di tempati oleh masyarakat, Tetapi belakangan sudah
nampak bahwa PT Kereta Api (Persero) berusaha sernius untuk mengelola asetnya
vang berupa lahan yang ditempati oleh warga masyarakat dengan cam
memberlakukan sewa atas tanah vang ditempati sesuai dengan peraturan vang
berlaku { Sumber Internet)

Tanah emplasemen dalam kepvataannnva digunakan untuk
1) Jalur rel Kereta apn dan stasion beserta operasional, perlenghapannva:

2} Perumahan bawm pegawa PT Kereta Api (Persero) sendin;
3) Tanah bebas vang mehputi wnah vang tdek ada rel dan bancunan bagi Pl

kereta Api (Persero), vang nantinva dapat digunakan atau di sewakan kepada

10
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pegawai PT Kereta Api (Perscro) atau warga sipil yang biasanya berupa tanah
tegalan atau tanah sawah,

4) Jalan umum vang dapat dipakai untuk lalu lintas umum yang terdapat di dalam
emplasemen.

5) Jalan umum untuk menuju ke stasiun;

6) Tanah-tanah untuk pertokoan yang dikelola oleh swasia atau oleh PT Kereta
Api (Persero) sendin, baik secara langsung atau tidak langsung:

7) Untuk keperluan sosial antara lain dapat berupa untuk gedung sekolah, tempat
peibadatan dan atau tempat pemakaman,

8) Selain itu tanah emplasemen dapat juga digunakan untuk bengkel kereta,
tempat parkir kereta, balai kesehatan, parkir kendaraan, garasi dan lain-lain
vang berguna bagi PT Kereta Api (Persero) sendin atau para pegawainya,
yang dapat menunjang kegiatan operasional PT Kereta Api (Persero).

Hal ini dianggap pantas karena masvarakat sudah mendapal keuntungan
dengan menggunakan lahan tersebut. Sebelum ada kerjasama dan PT Kereta Api
(Persero) dan warga masyarakat pemakai lahan vaitu dengan pembayaran sewa
tanah im, banvak para oknum dan PT Kereta Api (Persero) sendini yang
memanfaatkan kesempatan hal tersebut untuk menarik sewa tanah, dengan alasan
untuk membayar uang sewa tanah vang ditempatinya. Sckarang ini pengelolaan
aset tanah i langsung di tangani oleh PT Kereta Api (Persero) dengan
memangeil para pihak untuk mengadakan perjanpan, dan seielah perjanjian
terscbut disetujul maka pihak penyewa akan membayarkan uang sewanya kepada
PT Kereta Api (Persero) daerah operasi setempat melalui stasiun terdekat.

PT Kereta Ap (Persero) Daerah Operasti VI Yogyakarta sendin
mempunyal batas-batas kekuasaan dengan Daerah Operasi lain yaitu batas dengan
Dacrah Operast VI Surabava adalah di Suasiun Kedungbanteng (Km. 221+000),
denpan Daerah Operasi V Purwokerto adalah Stasiun Montelan (Km. 4884815}
dengan Dacrah Operasi IV Semarang adalah Stastun Goprak (Km. 7214 150)

PT Kercta A (Persero) Daerah Operasi VI Yogpvakaria jugs telah
menersphan entang sewa menyewa scjak lama antara warga sekitar rel kerota apt

Stastun  Delanggu  dengan PT Kereta Apt (Persero) Dacrah Operasi VI
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Yogyakarta, Kesepakatan tentang uang bavaran sewa tanah tertuang dalam

klausula perjanjian sewa tanah antara warga dan PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi VI Yogyakarta. Tentang besarnya uang sewa tanah biasanya dibayarkan
setiap setahun sekali kepada PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI
Yogyakarta lewat Stasiun Delanggu, hal ini merupakan bukti adanya niat dan PT
Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta untuk memaksimalkan hak
pengelolaan atas tanah yang dikuasainya

2. 2 Dasar Hukum
Dasar hukum vang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan

skripst ini adalah

1. Undang-undang dasar 1945, pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

2, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria, antara lain .

a. pasal 16 ayat (1)
Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah
(khususnya angka) .

1)
2)
3)
4)
3)
)

Hak milik:

lHak guna usaha;

Hak guna bangunan,

Hak pakai;

Hak sewa:

IHak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak vang sifatnva
sementara sebagaimana vang disebutkan dalam pasal 53

b pasal 35 avat (1)

“Hak guna bangunan hak untuk mendinkan dan mempunyan bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendirr, dengan jangka wakty

paling lama 30 tahun™
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pasal 35 ayat (2)

“Alas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta

keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1)

dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun”.

pasal 35 ayat (3)

Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

pasal 36 ayat (1)

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :

1) warga negara Indonesia;

2) badan hukum yang didinkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

pasal 36 ayat (2)

“Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak
lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam

jangka waktu |1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada

pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap
pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi
syarat-syarat tersebut™

“Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak 1tu hapus karena hukum,
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut
ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah™.

pasal 37

IHak guna bangunan terjadi .

1) mengenai tanah vang dikuasai langsung oleh negara © karena penetapan
pemerintah;

mengenal tanah milik © karena perjanjian yang berbentuk otentik antara
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh
hak guna bangunan itu, vang bermaksud menimbulkan hak tersebut

2)

pasal 40

Hak puna bangunan hapus karena

1) jangka waktunya berakhir

') dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;

3) dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka wakiunyva berakhir

4) dicabut untuk kepentingan umum,

3) diterlantarkan,
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6) tanahnya musnah;

7) ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

pasal 4] avat (1)

“Hak pakai adalah hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah
vang dikuasai langsung oleh negara atau tanah-tanah milik orang lain yang
memben wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pembenannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini™

pasal 41 avat (2)

Hak pakai dapat diberikan .
1) selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan vang tertentu;

2) dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa
apapun.

pasal 43 avat (2)

“Hak pakai atas tanah-tanah hanya dapat dialihkan kepada pihak lain

dengan izin pejabat yang berwenang™.

pasal 44 ayat (1)
“Sescorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah,
apabila 1a mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan

bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang scbagai
sewa’”

pasal 44 avat (2)

Pembayaran uang sewa dapat dilakukan -

I} satu kali atau uap-tiap waktu tertentu;

1) sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan
pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa adalah

1) warga negara Indonesiu,

2) orang asing ving berkedudukan di Indonesia:

) badan  hukum  vang  didinkan  menurmt hukum  Indonesia  dan
berkeduduban di Indonesia

41 badan hukum asing yvang mempunvan perwakilan di Indonesiy
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3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkereta Apian, antara lain |
a. pasal 13 :

“Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api, pemerintah
menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yvang meliputi daerah
manfaat jalan, daerah milik jalan, dan daerah pengawasan jalan termasuk
bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya™.
b. pasal 14 avat(1):
“dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tangeul, dan
bangunan lainnya, menanam pohon vang tiggi serta menempatkan barang
pada jalur kereta api yang dapat membahayakan keselamatan kereta api™.
c. pasal 20 .
“selain berfungsi sebagai tempat naik atau turunnya penumpang dan atau
bongkar muat barang, di stasiun dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang
angkutan kereta ap™

4. Peraturan Mentent Agrania Nomor 9 Tahun 1965 Temang Pelaksanaan

Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan
Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, pasal 2 -

“Jika tanah negara sebagai dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk
kepentingan instansi-instansi itu sendin, dimaksudkan juga untuk dapat
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan
tersebut di atas dikonvers) menjadi “hak pengelolaan™ sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 dan 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan
untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan™

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pembenan Hak Atas Tanah, pasal 12

Menteni  Dalam  Negen memberikan  keputusan  mengenai  Permohonan
pemberian, perpanjangan/pembaruan, menerima pelepasan, izin pemindahan
serta pembatalan

1y hak milik:

2} hak guni vsaha,

3} hak puna bangunan:
4) hak pakam

5) hak pengelolaan,

) hak pengunsaan,
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7) izin membuka tanah atas tanah negara, vang wewenangnva tidak
dilimpahkan kepada Gubemur/ Bupati/ Walikota Kepala Dacrah/ Kepala
Kecamatan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, pasal 29
Hak pengelolaan dapat diberikan kepada :
a. Departemen dan jawatan-jawatan pemerintah;
b, Badan-badan hukum yang di tunjuk pemerintah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor | Tahun 1977 Tentang Tata Cara
Permohonan dan  Penyelesaian Pembenan Hak Pengelolaan Serta
Pendaftarannya, pasal | :

Yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan™ dalam peraturan init adalah -

a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan |

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;

¢. menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan yang memegang
hak tersebut, yang mehputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka
waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas
tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-
pcjabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

2. 3 Landasan Teori
2. 3. | Hak Pengelolaan
I. Pengertian Hak Pengelolaan
“Hak Pengelolaan™ satu diantara jenis-jemis hak-hak atas tanah vang, sama
sckali hidak ada disebut dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
19640 Istilah “Hak Pengelolaan * pertama kali disebut oleh Peraturan Menten
Agrana Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Konversi
Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnva  Parlindungan, 1989)
Hak pengelolaan memang tidak disingeung dalam Undang-undang Nomor
3 lahun 1960, 1etapm sebenarnvae dapat kita jumpal secars tersirat dalam

Penjelasan Umum I angka (2) vang menvatakan bahwa membenkan tanah
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demikian itu terhadap seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut
peruntukannya dan keperluannya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agrana Nomor 9 Tahun 1965 tersebut
menyatakan bahwa jika tanah negara yang dimaksud dalam pasal 1, selain
dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendin, dimaksudkan juga
untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga. maka hak
penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan yang dimaksud
dalam pasal 5a dan 6, berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk
keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan (Harsono, 1997).

Jadi Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang dikuasai oleh negara dan
hanya dapat diberikan kepada badan hukum pemenntah atau pemerintah daerah
baik dipergunakan untuk usahanya sendin maupun untuk kepentingan pihak
ketiga, Hak pengelolaan itu seolah-olah obyektifnya adalah tanah yang dikuasa
langsung oleh negara yang diberikan kepada badan hukum oleh pemerintah atau
pemerintah dacrah yang untuk kepentingannya sendir, atau untuk diberikannya
kepada pihak ketiga

Apabila tanah negara yang diberikan kepada suatu instansi tertentu, hanya
dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya tanpa diberikan kepada pihak ketiga
dengan sesuatu hak, maka oleh Peraturan Menten Agraria Nomor 9 Tahun 1965
dikonversi menjadi hak pakai. Pasal | Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun
1965 ini dengan jelas menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah negara
sebagal dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang
diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-dircktorat dan daerah-daerah
swatantra - sebelum  peraturan  im sepamjang  tanah-tanah  tersebut  hanya
dipergunakan untuk mstansi itu sendin dikonversi menjadi hak pakai, scbagai
dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agrana yang berlangsung selama tanah
tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan (Ramly
Zein, 1995)

Setelah berlukunya Undang-undang Pokok Agrana, pengaturan atas tanah
negara berdasarkan Peraturan Mentent Agrana nomor 9 Tahun 1965 Tentany

Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-
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Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, yang antara lain dinyatakan
bahwa penguasaan atas tanah negara sebagai dimaksud dalam Peraturan
Pemernintah Nomor ¥ Tahun 1953, yang telah dibenkan kepada departemen-
departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantra, sepamjang tanah
tersebut digunakan untuk kepentingan instansi-instansi ilu sendiri dikonversi
memnjadi hak pakai. Namun apabila penguasaan tanah negara tersebut selain untuk
kepentingan instansi-instansi 1tu sendir, maksudnya juga untuk dapat dipakai atau
di berikan dengan suatu hak kepada prhak ketiga maka hak penguasaan atas tanah
negara tersebut dikonversi menjadi hak pengelolaan

2. Wewenang dalam Hak Pengelolaan

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam ketentuan dalam pasal 5 yang
disebut oleh pasal 2 Peraturan Menten Agrana Nomor 9 Tahun 1965. Pasal 5
tersebul menyatakan bahwa apabila tanah-tanah negara yang dimaksud dalam
pasal 4 diatas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendin, juga
dimaksudkan untuk dibenkan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh
Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan dibenikan dengan hak pengelolaan.
Pengertian dan wewenang yang tersimpul pada hak pengelolaan imi, dijelaskan
olch pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut yang
menvatakan :

I. Hak pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 di awuas
memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk

a, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut,

b, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,

¢c. menyerahkan bagian-bagian dan tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan hak pakai vang berjangka waktu 6 (enam) tahun;

d. menerima vang pemasukan/ ganti rug dan/atau vang wajib tahunan

Wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga vang dimaksud

dalam avat (1) hurul ¢ diatas wrbatas pada

4 tanah vang luasnva maksimum 1 000 m’ (seribu meter persei ),

b, hanyva kepada wargn negara Indonesia dan badan-badan hukum yang
dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,

¢, pembenan hak untuk vang pertama Kab saga, dengan ketentuan balwa
perubahan, perpanjangan dan penggantian hak tersebut akan dilakukan
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oleh instansi agraria vang bersangkutan dengan pada asasnya tidak
mengurangi pengasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak
itu (Harsono, 1997).

Bertitik tolak dar ketentuan diatas, dapat dirumuskan pengertian hak

pengelolaan 1m sebaga suatu hak atas permukaan bum yang disebut dengan
tanah yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemernintah pusat kepada suatu
lembaga pemerintah, atau pemenntah daerah, badan hukum pemenntahan, atau
pemerintah daerah untuk
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
b.  menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
¢. menyerahkan bagian-bagian darn 1anah 1tu kepada pihak ketiga menurut
persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak pengelolaan tersebut,
yang meliputi segi  peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan
keuangannya, dengan ketentuan bahwa pembenan hak atas tanah kepada
pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang
berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 6 Tahun
1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku (Parlindungan, 1989),
Dengan berpedoman pada tujuan dan hukum yang ada yang disebutkan di
atas, negara dapat membenkan tanah tersebut kepada seseorang atau badan hukum
dengan sesuatu hak, antara lain hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau
membertkannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa untuk dapat
dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing
Mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria angka ||
butir (2) dinyatakan bahwa disamping kepada orang atau badan hukum perdata,
negara  dapat  pula membenikan tanah yang dikuasa oleh negara  dalam
“pengeloluan’ kepada sesuatu Badan penguasa (Departemen, Jawatan atau Dacrah
Swittantra) untuk dipergunakan bagr pelaksanman wgasnya masing-masing. hak
pengelolaan adalah hak publik vang memberi wewenang kepada subvek haknva
untuk mengatur peruntukan tanahnyva, Hak pengelolaan hanva dapat diberikan

kepada badan penguasa vailu badan hukum pubbih yang werdin dan instans
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pemerintah, hak pengelolaan tidak boleh dipindahtangankan dan dibebami dengan
hak tanggungan,

3. Hak yang dapat diberikan dalam Hak Pengelolaan

Semula menurut pasal 6 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Menten Agrana Nomor
9 Tahun 1965 menyatakan bagian-bagian tanah hak pengelolaan dapat diserahkan
kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun. fal
yang sama juga dinyatakan oleh pasal 28 huruf ¢ Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 5 Tahun 1973, akan tetapi oleh pasal 5 ayat (7) huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa “tanah-tanah yang
dikuasai olech perusahaan pembangunan perumahan dengan hak pengelolaan, atas
usul perusahaan tersebut oleh pejabat bank yang berwenang yang dimaksud dalam
pasal 3 dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan hak milik,
hak guna bangunan staupun hak pakai berikut rumah-rumah dan bangunan-
bangunan vang ada di atasnya menurut keténtuan dan persyaratan peraturan
perundangan agrana yang berlaku (Harsono, 1997).

Dari ketentuan pasal 5 ayat (7) huruf a Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 5 Tahun 1974 di atas, dapat disimpulkan bahwa bagian tanah hak
pengelolaan itu dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan hak milik, hak guna
bangunan atau hak pakai. Kesemua hak ini, baik pengertian, persyaratan maupun
jangka waktu dan berakhirnya tunduk pada Undang-undang Pokok Agrana

4. Subyek Hak Pengelolaan

Di dolam alam kemerdekaan i, masalah penguasaan atas tanah negara
pada mulanya diature dalan Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1953 Pasal 4
peraturan pemenntah in1 menvebutkan bahwa penguasaan itu dapat diserahkan
kepada suatu kementrian atau jawatan dan suatu daceah swatantra, jowatan
menurut pasal 1 horul o Peraturan Pemenntah s adalah orgamsas: svatu
kementrian vang berdin sendint, daerah ssatantra i, menunigt pasal | hurul ¢
pada pecaturan pemenntah adaloh daerah vang diben huk uituk mengatur rumah

tangeanya sendin (Harsono, 1997)
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Dengan demikian berarti bahwa di dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang
Pokok Agrania Nomor 5 Tahun 1960, subyek hak pengelolaan itu adalah daerah-
dacrah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Kemudian di dalam
Penjelasan Umum 1T angka (2) dijelaskan bahwa subyek hak pengelolaan adalah
adalah Badan Penguasa yang berupa departemen, jawatan atau daerah swatantra,
sedangkan sebelumnya oleh Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1953 vang
menjadi subyek hak penguasaan yang kemudian dikonversi menjadi hak
pengelolaan, adalah jawatan sebagai organisasi dan suatu kementnan dan dacrah
swatantira,

[ dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 pada pasal 4
dinyatakan yang menjadi subyek hak pengelolaan adalah departemen, direktorat,
atau darah swatantra, tetapi kemudian pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1973 menyebutkan bahwa hak pengelolaan ini dapat diberikan
kepada departemen dan jawatan-jawatan pemerintah serta badan-badan hukum
yang ditunjuk oleh pemerintah,

Akhimya Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
menyebutkan subyek hak pengelolaan itu pada pasal 2, 5 dan pasal 7, vaitu
pemerintah dacrah, lembaga, instansi dan atau badan hukum milik pemerintah
atau pemerintah daerah untuk pembangunan,

1. 3. 2 Hak Menguasai atau Penguasaan
1. Pengertinn Hak Menguasai atau Penguasaan

Hak Pengelolaan sebagar bagian dan hak-hak penguasaan tanah yang kim
berlaku di Indonesia, tidak dapat dipisahkan begitu saja dan hak-hak penguasaan
atas tanah pada umumnya, pada hakekatnva hak penguasaan adalah merupakan
reflekst dan pandangan manusia terhadap dinnva sendin sebagai manusia dalam
hubungannya dengan pandangannya terhadap tanah (Suprivadi, 2002)

lak menguasar atas anah bensikan serangkaian wewenang, kewajiban
dan atay barangan bag seseorang yvang memegang haknya untuk berbuat sesuatu
dengun twnah vany dihaky ersebul. Wewenang, kewaihan dan atau laranean

untuk diperbuat oleh pemepgang hak atas tanah tulah vang merupakan tolok ukur



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

[
I

pembeda antara berbagai hak menguasai yang diatur dalam hukum tanah yang
bersangkutan,

Hak atas tanah yang disebut Hak Milik dalam pasal 20 Undang-undang
Pokok Agraria memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa
batas waktu, sedang Hak Guna usaha yang discbutkan dalam pasal 28 Undang-
undang Pokok Agrana dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya. Demikian
juga Hak Guna Bangunan sebagai hak menguasai alas tanah, juga dibatas: jangka
waktunya dengan menurut perjanjian vang ada.

Hak-hak Menguasai atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum,
jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. hak-hak Menguasai
atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum kongkrit (subvektif recht), jika
sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai pemegang haknya.

Dalam Undang-undang Pokok Agrara diatur sekalipus ditetapkan tata
jenjang hak-hak menguasai atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu antara
lain :

4. Hak Bangsa Indonesia, vang disebut dalam pasal 1, sebagai hak menguasai
atas tanah tertinggt beraspek perdata dan publik;
b. llak Menguasai Oleh Negara, vang discbut dalam pasal 2. semata-mata
heraspek publik;
¢ Hak Ulavat, vang disebutkan dalam pasal 3 beruspek perdata dan publhik;
d  Hak-Hak Perorangan | semuanya beraspek perdata, terdin atas
1) hak-huk atas tanah sebagar hak-hak individual yang semuanva secarm
langsung ataupun tdak langsung bersumber pada hak bangsa vang
disebutkan dalam pasal 16 dan pasal 53,
2) wakal, vartu hak milik yang sudah diwakafkan, vang disebutkan dalam
pasal 49,
3) hak jaminan atas wnah vang disebutkan dalam pasal 25, 33, 39 dun 51
sebagin hak tanggungan

Jadi pengertian menguasan dapat juga dipukar dalam arty stk maupun

dalam arti vundis, juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan tanah

secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi
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wewenang kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah vang dihaki,
tetapi ada pula penguasaan tanah secara vuridis yang biarpun memben
kewenangan untuk menguasal lanah yang dihaki secara fisik tapi pada
kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh prhak lain.

Sedangkan bagan tentang menguasai dapat dilihat sebagai berikut

Arti khusus

Berlandaskan hak yaitu penguasaan secara

S legal, tidak hanya dapat tetapi juga berwenang

Arti umum

Tidak berlandaskan hak yaitu penguasaan
secara ilegal

2. Wewenang dalam Hak Menguasai atau Penguasaan
D1 dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agrana Nomor 5§ Tahun 1960
ditegaskan bahwa bumi, wir, dan ruang angkasa termasuk kekaayan alam yang
terkandung di dalamoyva pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara Hak
menguasal dari negara ity membeni wewenang untuk
a.  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengpunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa,
b menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa.
¢ menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orng
dan perbuatan-perbuatan hukum vang mengenar bumi, air dan rusng
angkasa (Sofyvan BfTends, 1984)
I dalpm pasal 4 gyar (1) Undang-Unding Pokok Apgrana diatur babwa
s dasar hak menguasar dari negara itu, ditetaphan macam-macam hak atas
penmukaan bumi, yang disertm tanah, vang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendin maupun bersama-sama dengan orang-orang lain

serta badan-badan hukum
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Di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan
macam-macam hak atas tanah vang dapat diberikan kepada orang atau badan
hukum yaitu -

a  hak milik;

b. hak guna usaha;

¢. hak guna bangunan;

d. hak paka,

e. hak sewa untuk bangunan.

Macam-macam hak ftersebut di atas termasuk hak perdata (privaal
rechtelijk) dan merupakan hak kebendaan vang boleh dipidahtangankan dan
dibebam dengan hak tanggungan.

3. Hak Menguasai oleh Negara

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, angka 11 (2) menyatakan bahwa untuk
mencapai apa vang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,
ndak perlu dan tidaklah pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun negars
bertindak schagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika negara, sebagin orgamisas)
kekuasann dar seluruh rakvat berundak selaku badan penguasi

Berpangkal dan pendinan tersebut di atas, maka arti ketentuan dalam pasal
2 ayat 1 Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar ["okok-
Pokok Agrara, menvatakan bahwa “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 aval 3
Undang-timdang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal |,
bumi, mir dan ruang angkasa, termasuk kekavaan alam vang terkandung i
dalamnva itu pada tngkatan tertingg dikunsar oleh negara. schagar organisass
kekuasaan selurah rakvat Sesusi dengan pangkal pendirian tersebut di atas,
perkataan “dikuasa” dalam pasal o bukanlah berar “menulikl™ akan tetap
adalah pengertian vang memberi wewemang kepada negara,

Adapun kekuasaan negarn yvang dimaksudkan it mengenar semua bum,
air dan ruang angkasa, Jadi baik yang sudah dihaki maupun ndak, kekuasaan

negara mengenal tanah vang sudah dipunym oleh orang dengan sesuatu hak
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dibatasi oleh i1si dan hak tersebut, artinva sampai seberapa negara memben
kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai
disitulah batas kekuasaan negara,

Kekuasaan negara atas tanah tndak dipunyai dengan sesuatu hak oleh
seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman
pada tujuan vang disebutkan di atas, negara dapat memberikan tanah yang
demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut
peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak pakai atau hak guna
bangunan atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa
(departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan Staadblad 1911 Nomor 110 jo. Staadblad 1940 Nomor 430
tentang “penguasaan benda-benda tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain
bangunan milik negara™ ditegaskan jika insiansi pemerintah menguasai negara,
dipelihara dengan anggaran belanjanya, maka tanah itu adalah aset instansi vang
bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang
Penguasaan [anah-Tanah Negara, ditegaskan bahwa jika tanah negara vang sudah
diserahkan  penguasaannva kepada suatu  departemen, jawatan atan  daerah
swatantra, maka dengan berlakunya peraturan pemerintah in tanah negara it
berada dalam penguasaan instanst vang terkinl sebagmn aselnva Tetapr dengan
berlakunya Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1953 tanah nepara tidak bisa
dijadikan asel suatu instansi pemerintah pika belum dibenkan dengan  sural
keputusan pemberian hak oleh menten vang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang pertanahan, Pada saat il mentent yang berwenang untuk menerbitkan
surnt keputusan pemberian hok atas tanah adalah Menten Agrana /Kepaly Badan

Pertanahan atau pepabat bawahannva

2. 3.3 Tanah Aset PT Kereta Api (Persero)
Sebelum dilaksanakan pembangunan jalan kereta api oleh PT Kereta Api

(Persero) (Staats Spoorwegen atau Perusahaan Kereta Api Negara dan selanjutnya
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discbut PT kercta Aprt (Persero)) terlebih dahulu dilakukan penyerahan
penguasaan tanah negara kepada PT Kereta Api (Persero). Penyerahan
penguasaan tanah (bestemming) kepada PT Kercta Api (Persero) dilakukan
berdasarkan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad Nederlandsch Indie. Setiap
jalan lintas kereta api di-bestemming-kan kepada PT Kereta Api (Persero) dan
dimuat dalam Siaatsblad masing-masing. Berdasarkan Staatsblad-Staatsblad
tersebut pemerintah telah menyerahkan penguasaan tanah kepada PT Kereta Api
(Persero). Kemudian tanah tersebut di bawah penguasaan (in beheer) pada PT
Kereta Api1 (Persero).

1. Pengertian Grondkaart

Tanah-tanah vang sudah di-bestemming-kan kepada PT Kereta Api
(Persero), lalu diukur, dipetakan dalam grondkaart, Pembuatan grondkaarn
dilakukan menurut tekmk geodesi oleh Landmester (petugas pengukuran
kadaster), Uniuk memenuhi legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka
sctiap grondkaart disahkan oleh kepala kantor kadaster dan residen setempat
(Sumber = dan hasil wawancara dengan Bapak Sunyono selaku Seksi Propert
Bagan ‘Tanah Dan Bangunan),

Grrondkaart mengurmikan dan menjelaskan sccara kongkrit batas-batas
tanuh vang sudah diserahkan kepada PT Kereta Api (Persera) berdasanrkan
ordonanst vang dimuat dalam  Staatsblad masing-masing  Tanah-tanah  yang
divrmkan dalam  prondRaart tersebut statusnva adalah tanah negar, namun
kualitasnya sudah memadi kekayaan negara aset PT Kereta Api (Persero),
schingea  terhadap  tanah  tersebut  berlaku  peraturan  perundang-undangan
perbendaharaan nepara (kowmiabel)

Penpukuran dan pembuatan peta tanah pada umuomnye dilakoksn oleh
fndmester (petugas pengukuran Radaster) untuk berbagan keperluan, bak untuk
keperluan mstanst maupun untuk keperluan orang atau badan hukum  swasta
Menurut asas hukum yang berlaku pada zaman dahulu sebagaimana termuat
dalam Agrarische Wet (Staaisblad 1870 Nomor 55) dan Agransche Besluit
(Stantsblad 1870 Nomor 118) terdapat perbedaan fungsi antara gambar atau peta
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yang dibuat untuk keperluan instansi pemerintah dengan gambar atau peta tanah
yang dibuat untuk keperluan orang atau badan hukum swasta.

2. Fungsi Grondkaart

Pengukuran atau pemetaan tanah yang untuk keperluan orang atau badan
hukum swasta, yang hasilnya disebul sural ukur (Meetbrief). Fungs: surat ukur
(Meethrief) sendin adalah sebagai lampiran untuk memohon sesuatu hak atas
tanah kepada pemerintah, misalnya hak eigendom, hak erfpacht atau hak opstal
Meetbrief tersebut baru mempunyai mlai yundis setelah diterbitkan surat
keputusan dari residen tentang pemberian hak eigendom, hak erfpacht atau hak
opstal kepada sesecorang atau badan hukum swasta Di dalam surat keputusan
pemberian hak tersebut dicantumkan tangpal dan nomor meetbrief tadi vang
menguraikan bahwa tanah sebagaimana yang diuraikan dalam meetbrief itulah
yang diberikan dengan hak eigendom, hak erfpacht atau hak opstal Hak
eigendom, hak erfpacht atau hak opstal itu harus didaftarkan pada kantor kadaster
dan selanjutnya dibenri nomor-nomor verponding untuk masing-masing hidang
tanah dan untuk masing-masing macam hak. Kepada orang atau orang atau badan
hukum swasta yang mempunyal hak atas tanah diberikan Acte van Eigendom
(akta untuk hak atas tanah cigendom), Acte van Erfpacht (akta uniuk hak atas
tanah erfpacht) atau Acte van Opstal (untuk hak mas tanah opstal) sebagal surat
tanda bukt hak atas tanah tersebut, setpp orang atuy badan hukum swasta wiyib
mempunyal sural tanda bukt hak atas tanab vang dimaksud. Jadi fungsi adalah
lampiran surat tanda buktn vang sah

Lan haloya dengan fungsi gambar atau peta tanah vang dibuat untuk
keperluan instans: pemenntah, pengukuran dan pemetaan tanah untuk Keperluan
T Kereta Apn (Persero), hasilnya disebut grondkaart. Grondkaarn i merupakan
hasil final vang tidak perlu ditindak lanjuti dengan surat keputusan pembenan hak
oleh pemenmtah. Berdasarkan asas domein dalam hukum agraria sebagaimana
yang termuat dalam Agransche Wet (Staaisblad 1870 Nomor 35) dan Agransche
Besluit (Staatsblad 1870 Nomor 118), kepada instansi pemerintah tidak diberikan
surat tanda bukti hak atas tanah,
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Sesuai dengan asas domein tersebut, maka vang diwajibkan untuk
mempunyal surat tanda bukt hak atas tanah hanyalah orang atau badan hukum
swasta. Jika orang atau badan hukum swasta tidak dapat menunjukan surat tanda
bukti hak atas tanah maka tanah tersebut adalah tanah negara, kewajiban untuk
menunjukan surat tanda bukti hak atas tanah tersebut tidak dibebankan kepada
instansi pemerintah memang tidak pemah dibenkan surat tanda bukti hak atas
tanah, bukti yang harus ditumjukan oleh instansi pemenntah untuk mengatakan
bahwa tanah adalah aset dam instansi pemerintah adalah cukup menyerahkan
penguasaan tanah (bestemming) saja. Berdasarkan Staatsblad 1911 nomor 110
dan Staatsblad 1940 Nomor 430 tanah vang sudah dibestemmingkan itu otomatis
menjadi asel intansi pemerintah yang bersangkutan

Berdasarkan asas hukum tersebut di atas, maka kepada PT Kereta Api
(Persero) tidak pernah diberikan surat tanda bukti hak atas tanah ‘Tanah-tanah
vang sudah di-bestemming-kan kepada PT Kereta Api (Persero) itu kemudian
ditindak lanjuti dengan pembuatan grondkaart. Tanah-tanah yang sudah diuraikan
dalam grondkaart itu sudah menjadi kekayaan negara, schingga tidak dapal di
berikan kepada pihak lain sebelum mendapat 1zin dan Menten Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum Kekayaan Negara.

Grondkaart yvang dimiliki oleh PT Kercta Ap (Persero) itu berfungsi
schagal petunjuk yang menjelaskan bahwa tanah vang divraikan dalam grondkaart
Hu merupakan kekayaan neeara, jadi grondkaart itu bagi PT Kereta Apt (Perscro)
lungsimya suma denpan surat tanda bukn hak bagr perorangan atau badan hukum
swasta, kalau ada orang yang meminta supava ditunjukan sural tanda bukt hak
atas tanah oleh PT Kereta Ap (Persero) berartt orang yang meminta itu tidak

memiahami asas hukum vang berlaku

3. Grondkaart di atas Hak Eigendom

Tanah milik PT Kereta Apt (Persero) yang diurmkan dalam grondkaart i,
sebelumnya sudah dibebaskan dan pihak lain. Terhadap tanah masyarakat hukum
adat diberikan pengawasan (recogmitie), sedangkan terhadap tanah eigendom hak

milik perorangan atau badan hukum swasta dibeli terlebih  dahulu  oleh
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pemerintah, kemudian dilakukan balik nama sehingga dalam surat hak tanah
eigendom tersebut tertulis menjadi atas nama Het Gouverment van Nederlandsch
Indie. Setelah 1tu seluruhnya atau sebagian dan tanah hak eigendom tersebut
diberikan kepada PT Kereta Api (Persero) dan dibuatkan grondkaart.

Sedangkan hak eigendom vang bersangkutan tidak dimatikan Ttulah
sebabnya di Jakarta ditemukan kasus bahwa grondkaart diatas tanah hak
eigendom atas nama Het Gouverment van Nederlandsch Indie atau Negara
Republik Indonesia. Sekarang setelah diserahkan penguasaan tanah hak eigendom
atas nama Het Gouverment van Nederlandsch Indie itu kepada PT Kereta Api
(Persero) dan diuraikan dalam grondkaart itu, maka tanah tersebut menjadi aset
PT Kereta Api (Persero) dan terhadap tanah tersebut berlaku ketentuan komtabel.

4. Dasar hukum Grondkaart
Kebrjaksanaan mengenai tanah grondkaart dapat disimak dan berbaga
produk hukum sebagai berikut

a. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1933 1anah
erondkaart berada dalam penguasaan (in beheer) DA

b, Berdasakan Keputusan Menternt Dalam Negen Nomor SK. 681/DIJAIB98
Fampeal | November 1986 ditegaskan bahwa tanah grondkaart berada dalam
penguasaan (in beheer) PIKA,

c. Dalam Kesimpulan Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 1991
dirumuskan bahwa “tanah-tanah PERUMKA berasal dan aset perusahaan
kereta apr nepara (Staats Spoorwegen) dan aset perusahaan kereta apl swasta
(VS vang telah dinasionahsas: berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun
958 j1s Peraturan Pemesintah Nomor 40 dan 41 1959

d, Berdasarkan Peraturan Menten Agraria Nomor 9 Tahun 1965 hak beheer
PERUMEKA dikonvers) menjach hak pakai atay hak pengelolaan (Dasrin Zein,
20001,

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka terhadap tanah yang dipergunakan
untuk jalur kereta api dalam batas-batas dacrah mihik jalan kereta api diterbitkan
sertifikat hak pajak atas nama Depariemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal
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Perhubungan Darat selama tanah tersebut dipergunakan untuk jalan kereta api.
Terhadap tanah yang terletak di luar batas daerah milik jalan kereta api dan tanah
daerah lingkungan kerja stasiun kereta api diterbitkan sertifikat hak pengelolaan
atas nama PT Kereta Api (Perscro) dan terhadap tanah untuk rumah dinas
diterbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Kereta Api (Persero).
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3. 1 Asal-Usul Aset Tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI
Yogyakarta

3. 1.1 Aset Perusahaan Kereta Api Negara atau Staats Spoorwegen (SS)

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tanah aset Staats Spoorwegen sudah
discrahkan penguasaannya kepada Staats Spoorwegen berdasarkan ordonasi yang
termual dalam Staatsblad, tentang lokasinya sudah diidentifikasi dan termuat
dalam grondkaart, sehingga subyek dan obyeknya sudah jelas, statusnya adalah
tanah hak milik pemerintah yang merupakan kekayaan negara. Berdasarkan
Staatsblad 1911 nomor 110 dan Staatsblad 1940 nomor 430 ditegaskan bahwa
Staats Spoorwegen mempunyai hak beheer atas tanah grondkaart tersebut

Tanah asct Staats Spoorwegen atau sekarang PT Kereta Api (Persero),
ternyata sudah diserahkan oleh Staats Spoorwegen sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor § Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonansi yang
dimuat dalam Staatsblad Nederlansch [ndie, sehingea penguasaan tanah itu tidak
termasuk berada dalum kekuasaan Menteri Dalam Negen, melainkan sudah
menjadi kekayvaan negara aset PT Kereta Api (Persero) vang harus tunduk pada
hukum perbendaharuan negara, sehingpa udak boleh diberikan dengan sesuaty
hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum swasta tanpa memperoleh
izin terlebih dahulu dan Menten Keuangan, dalam Surat Menteri Keuangan
Nomor 5. 11/MK. 16/1994 terTanggal 24 Januari 1994 ditegaskan bahwa tanah-
tanah yang terurali dalam Swatsblad dinyatakan sebagai tanah negara yang

dipisahkan sebagar aktiva tetap PT Kereta Api (Persero).

3. 1. 2 Asct Perusahaan Kereta Api Swasta Atau Verenigde Spoorwegbedrijf
(VS)
Disamping perusahaan kereta api negara (Staats Spoorwegen atau
disingkat dengan SS) juga ada 12 (dua belas) perusahaan kereta apl swasia

3l
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Belanda yang beroperasi di Indonesia, vang terhimpun dalam suatu wadah
bernama Vereniging van Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij
atau Juga disebut dengan Verenigde Spoorwegbednjf (disingkat dengan VS) yvang
berkantor pusat di Bandung.

Perusahaan kereta api swasta tersebut berbadan hukum swasta, maka tanah
aset VS tersebut diberikan oleh pemerintah dengan hak eigendom, hak opstal
untuk emplasemen dan bangunan-bangunan vang lainnva, sedangkan untuk
prasarana pokok (jalan rel dan lain-lain) diberikan dengan hak konsesi atas nama
masing-masing badan hukum perusahaan kereta api swasta yang bersangkutan,
Jadi hak eigendom atau hak opstal atas nama NIS, dan perusahaan kereta api
swasta lainnya memang ada, akan tetapi hak eigendom atau hak opstal atas nama
Staats Spoorwegen tidak pernah ada karena Staats Spoorwegen adalah perusahaan
kereta api negara,

Pembangunan jalan kereta api vang pertama di Indonesia justru dimulai
dan pihak swasta Belanda yang membangun mulai dari Semarang, Jawa Tengah,
vang dilakukan oleh perusahaan kercta api swasta vang bernama NIS (N V
Nederlunds Indische Spoorweg Maatschappij) vang berkedudukan di Negara
Belandy Berdasarkan Gouverment Besluit Nomor | Tabun 1862 terlanggal 28
Agustus 1862 pemerintah menyerahkan tanah dan memberi konsesi kepada NIS
untuk membangun jalan kereta apr di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pada Tanggal 17 Juni 1864 di Desa Kemijen, Semarang, Jawa Tengah,
Gurbernur Jendral Mr. L. A J. W. Baron Sloet van de Beele melakukan
pengayunan cangkul pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan jalan kereta
apt muilik NIS lintas Semarang-Solo Balapan-Yogyakarta. Percsmian jalan kereta
ap adalah sebagar berikut

a  Tanggal 10 Agustus 1867 daerah Semarang  Tangeung:

b. Tanggeal 19 Juni 1868 daerah Tanggung — Tempuran (Kedungjati),
¢ Tanggal 20 Juni 1868 dacrah Semarang - Pelabuhan Semarang;

d. Tanggal 18 Februari 1870 daerah Kedungjati - Solo Balapan |

¢ Tanggal 27 Maret 1871 daerah Solo Balapan - Ceper,

f.  Tanggal 09 Juni 1873 dacrah Ceper - Klaten,
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Tanggal 01 Januari 1873 daerah Klaten — Yogyakarta Lempuyangan;
h. Tanggal 21 Me1 1873 daerah Kedungjati - Ambarawa;
I. Tanggal 07 Jum 1887 daerah Yogyakarta Lempuyangan - Yogyakarta
Tugu.
Tanah-tanah yang dimiliki oleh perusahaan kereta api swasta tersebut
diberikan dengan hak eigendom, hak opstal dan konsesi atas nama masing-masing
perusahaan swasta yang bersangkutan,

3. 1. 3 Perusahaan Kereta Api Setelah Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan berdirilah Negara Republik Indonesia,
maka semua kekayaan Pemerintah Hindia Belanda demi hukum (van rechtwege)
otomatis menjadi kekayaan Negara Republik Indonesia. Sejak terbentuknya
Djawatan Kereta Apt Republik Indonesia (DKARI) pada Tanggal 28 Sepiember
1945, maka semua aset Staats Spoorwegen yang diuraikan dalam grondkaart
tersebut otomatis menjadi aset DKARI Kemudian berdasarkan Pengumuman
Menten Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekenaan Umum Nomor 2 Tahun 1950,
dibentuk  Djawatan Kereta Api (DKA) vang berada di bawah naungan
Departemen Perhubungan Tenaga Kena dan Pekenaan Umum sehingpa aset
Stants Spoorwegen tadi otomatis menjadi aset DKA, selanjutnya menjadi aset
PNEA, PIKA, PERUMEKA dan terakhir memadi aset PT Kereta Api (Persero).

Berdasarkan Pengumuman Menten Perhubungan Tenaga Kerja Dan
Pekerjpan Umum Nomor 2 Tahun 1950 Tanggal 6 Januari 1950 maka DKARI,
Staats Spoorwegen dan VS digabung memjadi DKA dan asctnya sejak Tanggal |
Januan 1950 diambil alih oleh DKA yang sekarang menjadi Pl Kereta Api
(Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 aset
dan 12 (dua belas) perusahaan kereta apr swasta Belanda yang tergabung dalam
Verenigde Spoorwegbedriff (VS) tersebut diserahkan  pengelolaannya kepada
DKA, sehingga sejak berlakunya peraturan pemenntah im maka secara yunidis
semua asct Verenmgde Spoorwegbednjf sudah menjadi aset DKA vang sekarang
sudah menjadi PT Kereta Api (Persero)
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Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 diatur bahwa
kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan undang-undang atau peraturan
lain pada waktu berlakunya peraturan pemenntah ini telah diserahkan kepada
kementrian, jawatan atau daerah swatantra, maka penguasaan tanah negara
tersebut ada pada Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini bermakna bahwa semua
tanah nepara penguasaannya ada pada Menteri Dalam Negeri, kecuali tanah
negara yang sudah diserahkan kepada kementrian, jawatan atau daerah swatantra
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 terTanggal 24
Januari 1953.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tanah-tanah aset VS
tersebut dinasionalisasi menjadi kekayaan negara dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 diserahkan penguasaannya kepada
DKA. Atas dasar kekuatan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor
86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 itu maka
tanah-tanah aset Verenigde Spoorwegbedrijf sudah berubah menjadi hak beheer
DK A Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tanah-tanah
yang dikuasai olch DKA dengan hak penguasaan (hak beheer) tersebut  yang
' herasal dari nasionalisasi aset Verenigde Spoorwegbedrijf itu sejak Tanggal 24
September 1960 dikonversi menjadi hak pakai atau hak pengelolaan atas nama
DKA berlaku selama dipergunakan walaupun sampai sekarang ada yang masih
belum bersertifikat. Untuk tanah hak beheer yang belum bersertifikat yang berasal
dari aset Verenigde Spoorwegbedrijf secara berangsur-angsur masth dalam proses
pensertifikatan.

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 3
Tahun 1960, tanah-tanah grondkaart itu merupakan hak beheer DKA, berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ditegaskan bahwa tanah-tanah
vang dikuasai oleh instansi pemerintah dengan hak penguasaan (beheer) itu sejak
Tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak pakai atau hak pengelolaan
berlaku selama dipergunakan.

Tanah aset PT Kereta Api (Persero) baik yang berasal dan

pengambilalihan aset Staats Spoorwegen, dengan cara nasionalisasi aset
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Verenigde Spoorwegbedrijf maupun vang diperoleh sendin karena pengadaan
tanah, dalam penertiban administrasinya ada yang sudah mempunyai sertifikat,
namun juga ada yang masih belum mempunyai sertifikat. Semua tanah aset PT
Kereta Api (Persero) dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang
Perbendaharaan Negara (ICW) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970,
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 dan peraturan perundangan lainnya
mengenai kekayaan negara.

Menurut ketentuan hukum perbendaharaan nepara, tanah aset PT Kereta
Api (Persero) baik yang sudah bersertifikat maupun vang belum, tidak boleh
dilepaskan kepada pihak ketiga jika tidak ada izin dan menteri keuangan atas
persetujuan Presiden terlebih dahulu, walaupun tanah aset PT Kereta Api
(Persero) belum bersertifikat atau masih berstatus tanah negara, namun tidak
boleh dibenkan dengan suatu hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga, jika
tidak ada 12in dan Menten Keuangan atas persetujuan Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1953 Tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Berada di Dalam
Wilayah Repubhik Indonesia, dinyatakan bahwa perusahaan swasta Belanda juga
dinasionalisasi, asetnya berubah menjadi barang milik atau kekayaan negara yang
selanjutnya diserahkan menjadi aset instansi pemerintah yang ditunjuk untuk
mengelolanya,

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menvebutkan mengenai
instansi pemerintah tersebul yang mempunyai hak pengelolaan adalah :

a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Penjelasan

Umum Angka 11 butir (2);

b. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 1953, Pasal 2,
¢ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997, Pasal 2;
d. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 | Pasal 13;

e, Peraturan Menten Agraria Nomor | Tahun 1965, Pasal 1;
f. Peraturan Menten Agraria Nomor 1 Tahun 1966, Pasal 1:
g Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 6;
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h. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4 Mei 1992 Nomor
500-1255 Penhal Petunjuk Pelaksanan Tentang Tata Cara Pengurusan
Hak Dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Yang Di Kuasai Oleh Instansi
Pemerintah.

Mengacu kepada peraturan tersebut di atas, maka instansi pemenntah

terdiri dan :

Lembaga Tertinggi Negara/ Tingg Negara;
Departemen;
l.embaga Pemenntah Non Departemen;

o

g oo

l.embaga lainnya vang dibentuk oleh Presiden, misalnya Otorita;
e. Badan Usaha Milik Negara,
f  Pemerintah Daerah Otonom:
g. Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya  kemudian instansi-instansi tersebut dibenkan tanah untuk

chpgunakan sebagai penunjang dan kegiatan operasionalnya. Macam-macam hak

atas tanah yang dapat dibenikan kepada instansi pemerintah dan vang boleh

mempunyainya adalah sebagar benkur

a

b

Hak Milik @ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 hak

mihik dapat dibenkan kepada bank milik pemenntah Jadi hak milik dapat

dipunyai oleh Badan Usaha Milik Nepgara Perbankan;

Hak Guna Usaha © hak guna usaha dapat diberikan kepada Badan Usaha

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk perusahaan

perkebunan, perikanan dan peternakan,

Hak Guna Bangunan @ hak guna bangunan dapat diberikan kepada Badan

Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Mihk Daerah untuk mendinkan

bangunan gedung,

Hak Pakai : hak pakai untuk instans) pemenntah ada dua macam vaitu

1) Hak pakai yang berlaku terus menerus selama dipergunakan, dapat
diberikan kepada departemen/lembaga negara dan pemerintah daerah

otonom, jika tanshnya dipakai sendiri;
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2) Hak pakai selama jangka waktu 25 tahun, dapat dibenkan kepada
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, jika
tanahnya dipakai sendiri untuk penggunaan non pertanian dan tidak
untuk mendirikan bangunan gedung;

e. Hak Pengelolaan : hak pengelolaan dapat diberikan kepada
departemen/lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah
Daerah Otonom dan Badan Usaha Milik Daerah, jika tanah asetnya it
dimaksudkan selain untuk dipergunakan sendin, juga akan dibenkan
kepada pihak ketiga melalui pemanfaatan aset dengan izin menteri
keuangan.

Sebagai Badan Usaha Milik Nepara vang bergerak dalam bidang
transportasi maka PT Kereta Api (Persero) mendapatkan hak pengelolaan sebagai
hak atas tanah yang dikuasainya.

Pada Tanggal | November 1983 diadakan Perjanjian Kerasama antara
PIEKA dengan Direktorat Jendral Agraria Nomor 16211TK/Tap/ 1985 dan Nomor
57/SPK/X1/1983  Tentang Peclaksanaan Kegiatan  Keagranaan  Uniuk
Pensertifikatan Tanah PJKA. Tujuan perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk
memperoleh kepastian hukum atas tanah-tanah PJKA vang melalu penserufikatan
tanah yang penanganannya memerlukan kegiatan teknis keagrariaan

Keatan inventarisasi dilakukan secara menveluruh terhadap semua tanah
aset PIKA bailk vang berasal dani nasionalisasi aset Verenigde Spoorwegbednjf
serta tanah lain yang perolehannya dilakukan oleh DKA/PNKA/PJKA sendin
dapat diketahw data mengena :

a  Semua tanah aset PJKA,

b, Tanah yang dipergunakan langsung untuk kepentingan operasional PIKA
vaitu untuk prasarana pokok.

¢. Tanah yang dipergunakan untuk menunjang operasional PTKA,

d. Tanah yang dicadangkan untuk pembangunan PJKA,

¢, Tanah yang diduduki oleh pihak ketiga baik dengan izin PJKA ataupun
tanpa izin PJKA (wawancara dengan Bp. Hadi Suseno selaku Wastek Op,
Dacrah Operasi VI Yogyakarta).
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Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian,
ada tiga komponen utama dalam rangka pengoperasian kereta api yaitu :

a  Prasarana kereta api, adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas
yang dipergunakan agar sarana kereta api dapat dioperasikan;

b. Sarana kereta api, adalah segala sesuatu yang dapat bergerak di atas jalan
rel;

c. Fasiltas penunjang kereta api, adalah segala sesuatu vang melengkapi
penvelenggaraan angkutan kereta api vang dapat memberikan kemudahan
serta kenyamanan bagi pengguna jasa kereta api.

Dalam pasal 2 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998
Tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Apr dijelaskan bahwa prasarana kereta api
meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasional sarana kereta
api.

Jalur kereta api diperuntukan bagi lalu lintas kereta apt vang meliputi
tanah daerah manfaat jalan kereta api, tanah dacrah mulik jalan kereta api dan
tanah daerah pengawasan jalan kerela ap termasuk bagian bawahnva serta ruang
bebas di atasnya. Batas dacrah manfaat jalan kereta api untuk rel di permukaan
tanah adalah sis1 terluar rel beserta bidang tanah di kin dan kanannya vang
dipergunakan untuk konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah umuk penempatan
lasilitas operasional sarana kereta api dan atau saluran air dan atau bangunan
pelengkap lainnya. Batas daerah milik jalan kereta api untuk rel dipermukaan
tanah adalah batas paling luar sisi kin dan kanan daerah manfaat jalan Kereta api,
masing-masing 6 (enam) meter, Batas daerah pengawasan jalan Kereta api untuk
di permukaan tanah adalah batas paling luar sisi kin dan kanan daerah mulik jalan
kereta apn, masing-masing scbesar 9 (sembilan) meter.,

Tanah daerah manfaat jalan kereta apr dan tanah dacrah mihik jalan kereta
api dinyatakan dikuasai oleh pemenntah adalah sebagai aset Departemen
Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sesual dengan peraturan
perundang-undangan agraria yang berlaku diberikan dengan hak pakai atas nama
Departemen Perhubungan cq  Dircktorat Jenderal Perhubungan Darat berlaku

sclama tanah tersebut dipergunakan untuk jalan kereta api
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Tanah daerah pengawasan jalan kereta api dinyatakan sebagai aset PT
Kereta Ap1 (Persero), sesuai dengan peraturan perundang-undangan agrana/
pertanahan yang berlaku diberikan dengan hak guna bangunan atau hak
pengelolaan atas nama PT Kereta Api (Persero).

Sepanjang tidak mengganggu fungsi stasiun kereta api, di stasiun kereta
api dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang angkutan kereta ap1, berupa
usaha pertokoan, rumah makan dan atau akomodasi, baik untuk kepentingan PT
Kereta Api (Persero) maupun warga masyarakat. Pada setiap stasiun kereta api
ditetapkan daerah lingkungan kerja dengan batas-batas vang jelas. Tanah daerah
Iimgkungan kerja stasiun kereta ap dinyatakan sebagm aset PT Kereta Api
(Persero). Dan uraian tersebut di atas sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998,
ternyala ada dua knitena tanah yang dapat dipergunakan untuk kereta api, vaitu

a tanah dacrah manfaat jalan kereta apr dan daerah mulik jalan kereta api
dinyatakan sebagai aset pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agrana atau pertanahan vang berlaku dibenkan dengan hak
pakai atas nama Departemen Perhubungan cq Direktorat Jenderl
Perhubungan Darat berlaku selama tanah tersebut dipergunakan untuk
jalan kereta api;

b tanah daerah lingkungan kerja stasiun kereta api dan tanah lain yang
terletak di luar batas daerah milik jalan kereta api, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan agrana atau pertanahan yang berlaku diberikan
dengan hak puna bangunan atau hak pengelolaan atas nama PT Kereta Api
(Persero) (hasil wawancara dengan Bapak Sunyono selaku Kepala Seksi
Properti)

Lintuk mendorong pengembangan serta kemajuan Badan Usaha Milik
Nepara dalam rangka meningkatkan pembangunan dan efisiens: perekonomian
secara nasional, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988
Tentang Pedoman Penyehatan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara,
berdasarkan instruksi presiden tersebut telah diinstruksikan untuk mengambil
langkah-langkah penychatan dan penyempurnaan pengelolaan Badan usaha milik
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negara, salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Badan Usaha Milik Negara
adalah melakukan kerjasama operasi (KSO).

Di dalam pasal 2 Keputusan Menten Keuangan Nomor 740/KMK.
00/1989 peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN antara lain dapat
dilakukan melalui kerjasama operasi, selanjuinya di dalam pasal 9 keputusan
menteri keuangan tersebut diatur sebagai berikut :

a. Kerjasama Operasi yang berlaku untuk jangka wakiu lebih dan 1 (satu)
tahun dapat dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris
atau Dewan Pengawas;

b. Kerjasama Operasi yang jangka waktunya lebih dan | (satu) tahun hanya
dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
PT Kercta Api (Persero) boleh melakukan diversifikasi usaha dengan jalan

memanfaatkan  tanahnva secara berkenasama  dengan  mhak  kebiga  puna
menunjang usaha pokoknya, schubungan dengan itu PT Kereta Apr (Persera)
dapat memanfaatkan tanahnya dengan cara disewakan dan kerjasama operasi.
Pamanfaatan tanah yvang dimaksud adalah dilaksanakan sesuar dengan ketentuan
pasal 13 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, sebagar benkut
“barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara dapat dimanfaatkan dengan
cara disewakan, dipergunakan dengan cara  dibangun dwoperasikan  dan
diserahtenmakan berdasarkan Keputusan Menten Keuangan™.

Pada dasarmnya tanah aset PT Kereta Api (Persero) tidak akan dilepaskan
kepada pihak ketiga. Oleh karena itu maka aset tanah PT Kereta Api (Persero)
yang potensial dapat dimanfaatkan dengan cara bekenasama dengan pihak ketiga

Pembinaan dan penatausahaan kekayaan nepara dilakukan berdasarkan
Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW yang termuat dalam Staatsblad
1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970,
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 dan peraturan perundangan lainnya
mengenai kekayaan negara tidak boleh dihapuskan sebelum mendapat persetujuan
Menten Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pembina Umum

Kekayaan Negara, Pembinaan dan penatausahaan aset Departemen Atau Lembaga
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Negara dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan aset Badan Usaha Milik
Nepara atas nama Menten Keuangan

Tanah aset PT Kereta Ap (Persero) adalah tanah milik pemernintah sesuai
dengan penjelasan Menten negara Agrania’ Kepala Badan Pertanahan Nasional
pada rapat kerja dengan Komisi IIDPR RI Tanggal 5 Desember 1994, maka tanah
aset PT Kereta Api (Persero) ini berlaku komtabel.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun
1994 dijelaskan bahwa terhadap tanah vang nilai taksirannya menurut NJOP (mla
jual obyek pajak) tidak lebih dani Rp. 10.000.000 000,- (sepulub milyar rupiah)
telah dilimpahkan oleh Presiden kepada Menten Keuangan

Kebijaksanaan pemerintah mengenal pengamanan kekayaan negara berupa
tanah sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pasal 6 vang
menegaskan bahwa tanah-tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakm
ving dimiliki oleh Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Daerah serta
Badan-badan Negara vang sudah berakhir haknya sejak Tanggal 24 September
1980 diberi pembaharuan hak. Tanah-tanah tersebut tetap dimantapkan statusnya
sebagai asel negara

Sebagamimana telah dikemukakan di atas bahwa tanah-tanah aset PT Kereta
Api (Persero) vang diuraikan dalam grondkaan itu kualitasnya adalah sebagas
kekayaan nepara. Dalam rangka mengamankan tanah aset PT Kereta Api
(Persero), Menten Keuvangan cq. Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Mihik
Negara dengan Surat Nomor S-11/MK. 16/1994 terTanggal 24 Januan 1995
kepada Menteri Negara Agrana/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah
menegaskan bahwa tanah-tanah yang  diuraikan di dalam grondkaart pada
dasarnya adalah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap
PERUMKA (PT Kereta Api (Persero)), sehingga perlu dimantapkan statusnya
menjadi milik atau kekayaan PERUMKA (PT Kereta Api (Persero)),

Menteri Keuangan dengan surat tersebut telah meminta bantuan kepada
Menten Negara Aprana/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar |
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a. 'Terhadap tanah P1 Kereta Api (Persero) vang dimanfaatkan melalw kerja
sama dengan pihak ketiga supava diterbitkan sertifikatnya atas nama PT
Kereta Api (Persero);

b. Terhadap tanah PT Kereta Api (Persero) yang diduduki oleh pihak lain yang
tidak berdasarkan kerja sama dengan PT Kereta Api (Persero), supaya tidak
diterbitkan sertifikat atas nama pihak lain tersebut, jika tidak ada izin atau
persetujuan darn Menten Keuangan,

Apabila pemanfaatan tanah PT Kereta Apt (Persero) dilakukan dengan
kerja sama dengan pihak ketiga, maka terhadap aset PT Kercta Api (Persero)
diteritkan sertiikat hak pengelolaan atas nama Pl Kereta Api (Persero),
kemudian baru kepada pihak ketiga tersebut diterbitkan sertifikat hak guna
banpunan atau hak pakar berdasarkan  perjanpian  vang  disepakati.  Yang
membebum PT Kereln Am (Persero) tersebut, setelah hak suna bangunan atan hak
pukar prhak ketiga berakhur, hak pengelolann 'l Kereta Apr (Persero) tetap eksis
Kemudian kepada pihak ketiga dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai
lagt berdasarkan pembaharuan perjanpan vang dilaksanakan scuap tahunnya,
demikian seterusnya. Dengan diterbitkan sertifikat hak pengelolaan atas nama PT
Kereta Api (Persero), walaupun di atasnya dibebani dengan hak guna bangunan
atau hak pakai atas nama pihak ketiga, namun hak pengelolaan akan tetap eksis,
sehingga tanah aset PT Kereta Api (Persero) akan aman hingga sepanjang masa

Dengan didasari Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) yang
termuat dalam  Staatsblad 1925 Nomor 448 schagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, Keputusan
Presiden Nomor 32 Tahun 1979, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 pasal
13 ayat (4) dan Sorat Menten Keuvangan Nomor S-1069/MK. 03/ 1990 dan
Nomor /MK 16/1994 terTanggal 24 Januari 1995 dalam rangka pengamanan
tanah aset P'1" Kereta Api (Persero) tanah aset PT Kereta Api (Persero) baik yang
berasal dan grondkaart Staats Spoorwegen maupun aset nasionalisasi VS serta
tanah yang pengadaannya dilakukan oleh DKA, PNKA, PIKA, PERUMKA yang
sckarang sudah menjadi PT Kereta Api (Persero), maka langkah-langkah vang
perlu dilakukan adalah sebagai berikut
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1. Mempercepat penvelesaian serfifikat hak guna bangunan atau hak
pengelolaan atas nama PT Kereta Api (Persero) dan sertifikat hak paka
atas nama Departemen Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat yang berlaku selama dipergunakan untuk jalur jalan kereta api;

2. Tidak menerbitkan sertifikat kepada pihak lain di atas tanah aset PT Kereta
Api (Persero) jika tidak ada izin atau persetujuan dan Menten Keuangan
( Dasrin Zein, 2000: 50)

Memberikan suatu hak kepada pihak lain atas tanah aset PT Kereta Api
(Persero) tanpa 12in atau persetujuan dan Menten Kevangan berartt menggelapkan
kekayaan negara sehingga merumkan negarm

Walaupun rambu-rambu menuryt hukum  perbendaharaan negara sudah
cukup jelas, namun kenvataannya ada juga ternjadi perlakuan vang kehiru terhadap
tunah aset P'T Kereta Apr (Persero), Tanah grondkaart statusnya menurut Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah tanah negara, tetap menurut
hukum perbendabaraan negara vang dipisahkan menjadi aset PT Kereta Api
(Persero), Secara komtabel, tanah grondkaart itu tidak boleh diterbitkan sertifikat
kepada pihak lam, pka tdak diperoleh 1zin terlebith dahulu dan Menten
Keuvangan. Apabila terjadi pensertifikatan tanah aset PT Kereta Api (Persero)
yang berasal dari grondkaart Staats Spoorwegen dan nasionalisas) aset perusahaan
© keretn apt swasta Belanda (Verenigde Spoorwegbedriif), diberikan dengan suatu
hak hepada prthak kenga whap wn dan Mentenn Keuangan, hal itu berarni
menggelapkon kekavaan nepara, sehingga 1 pelakunya dapat dituntuot melakukan
tindak pidana. Dart segi hukum perdata sertifikat atas nama pihak ketiga tersebut
dapat dibatalkan melalu proses hukum di pengadilan

Dalam rangka pengamanan aset PT Kereta Apr (Persero), disamping
melanjutkan kegratan persertifikatan tanah juga dilakukan tuntutan perdata kepada
prhak ketiga yang telah mensertifikatkan tanah aset PT Kereta Api ( Persero) tanpa
setzin Mentert Keuangan Untuk mewakihi PT Kereta Api (Persero) dalam bidang
hukum perdata dan tata usaha negara, telah dilakukan kerjasama antara Kejaksaan
Agung Republik Indonesia dengan PT Kereta Api (Persero) pada Tanggal 29
Januari 1994, Kerjasama itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan
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tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan
hukum perdata dan tata usaha negara yang ada kaitannya dengan tugas, fungsi,
peranan dan kedudukan PT Kereta Api (Persero) baik di dalam maupun di luar
pengadilan.

Disamping itu banyak juga bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan
Agung dalam rangka mengamankan tanah aset PT Kereta Api (Persero) berupa
tuntutan hukum pada pengadilan perdata untuk membatalkan sertifikar pihak
ketiga yang diterbitkan diatas tanah aset PT Kereta Api (Persero) tanpa

memperoleh izin terlebih daholu dan Mentern Keuangan

3. 2 Pengelolaan Aset Tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI
Yogyakarta Berupa Tanah Emplasemen di Stasiun Delanggu

Untuk pengelolaan di Stasiun Delanggu senap penpguna atay pihak
penvewa tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogvakarta,
diwapibkan untuk membavar uang sewa atas tanah vang yang ditempatinya kepada
PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakaria. Besarnya uang sews
tersbut disesuatkan dengan besarnya tanal vang dipakai. akan tetapi sekarang ini
luas tanah emplasemen PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta di
Stasiun  Delanggu sudah dalam keadaan terkapling-kapling. hal ini  untuk
memudahkan apabila ada orang yang akan menvewa atau mematok tanah tersebut,
pthak PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta tidak akan
kesulitan untuk menentukan luas tanah vang akan disewa oleh orang tersebul,
Besarnya uang sewa terscbut setiap tahun atau beberapa tahun sekali akan
mengalami perubahan, hal ini disesuaikan dengan kondisi vang ada

Dalam hal jika ada orang akan memakai atau mengeunakan tanah
emplasemen P1 Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, maka
berdasarkan data di lapangan orang tersebut akan dikenakan semacam biaya
pengalihan atau penggantian tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000- (lima juta
rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), untuk ukuran tanah
seluas 100m’ (seratus meter persegi). Tentang biaya untuk penggantian tanah atau
pengalihan i tidak saja terjadi di Stasiun Delanggu saja. tetapi terjadi hampir di
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seliap stasiun yang dirasa strategis untuk bisnis. Sebagai contoh di kawasan bisnis
pusal kota Gemolong, harga tanah seperti emas. Hak sewa tanah milik PT Kereta
Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta ukuran 5X35 m di tepian rel kereta
hanya dihargai Rp 74.000/tahun. Perpanjangan sewa diperbaharui setahun sekali.

Namun, setelah diuruk dan dibangun toko permanen dengan ukuran luas
yang sama, harganya mencapai Rp 35 juta - Rp 45 juta‘umt Padahal, biaya
membangun toko tak lebih Rp 15 juta, sebab lokasi tanah memang di seputaran
kawasan bisnis Pasar Kota Kecamatan Gemolong. Imbauan Daops VII
Yopyakarta agar penyewn Gdak mendinkan bangunan permanen tidak digubris
‘Buktinya puluhan toko permanen sudah dibangun wargs setempat di seputar
pasar Gemolong Lantaran harga toko mahal, banyak "pemilik” hak sewa tanah
kepincut untuk mempernualbelikan tanah. Jika mereka semula hanva "membeli”
Rp 3.5 juta per kayveling, dengan mudah menjual Rp 10 juta per kaveling Setelah
di bangun atau di pugar maka harga toko mencapat Rp 45 juta per unit

Para penvewa tanah emplasemen & sepanjang Staswun Delanggu biasanya
Juga membavarkan uang sewa tanah tersebut dalam jangka | (satu) tahun sekali,
dengan terlebih dahulu mendapatkan surat pangpilan dan PT Kereta Api (Persero)
Dacrah Operasi VI Yogyakarta untuk membayarkan uang sewa tersebut. Tetapi
pembayaran uang sewa atas tanah cmplasemen dapat ¢ bayarkan di Stasiun
Delanggu sebagan kantor perwakilan dan P'T Kereta Api (Persero) Daerah Operasi
VI Yogyakara

Bagan di bawah merupakan alur pembayaran uang sewa tanah

emplasemen PT Kereta Apr (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta di Stasiun

Delangeu
Kepala el . —
Naerah Scksi Jembatan, Jalan dan Rel | —» | Team-team
Operast VI diubah menjadi Scksi Properts
Yogyakarta

Para penyewa < Kepala Stasiun
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Penjelasan tentang bagan di atas adalah Seksi Jembatan, Jalan Dan Rel
yang sekarang diubah menjadi Seksi Properti bertugas untuk menarik uang sewa
tanah emplasemen sepanjang kekuasaan Daerah Operasi VI Yogvakarta,
kemudian seksi properti tersebut membentuk team-team vang bertugas untuk
mengedarkan surat undangan guna membayar uang sewa atas tanah tersebut. Surat
undangan tersebut dibagikan oleh petugas dar team dari rumah ke rumah

Setelah mendapat undangan tersebut maka para pihak penvewa harus
datang ke Stasiun Delanggu untuk membayar vang sewa tanah dan juea untuk
memperbaharu  perjanpian sewa menvewa tanah emplasemen  Dalam  surut
perjanjian tersebut penvewa mendapat hak atas tanah berupa hak guna bangunan
Menurut data di lapangan para pengguna tanah emplasemen, sekitar sebanvak
19% (sembilan belas persen) tidak membayar sewa tanah tersebut. Hal im dapat
dikarenakan tanah yang ditempat bemsal dan saudaranva vang berkerja dh PT
Kereta Apn (Persero) Dacrah Operasi V1 Yogyakarta atau tanash tersebut ditempani
sendint oleh pegawm PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogvakarta
Terbukt sebanyak 23% (dua pulub tiga persen) tanah emplasemen ditempati olch
keluarga atau pegawai PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogvakarta

Selain membayar vang sewa tanah kepada pihak P Kereta Api (Persero)
Daerah Operast V1 Yogyakarta, warga juga diwajibkan membavar Pajak Bumi
dan Bangunan kepada kantor kelurahan setempat. Maksud pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan adalah pembayaran tersebut sebagai pajak bukan sepert
uang sewa vang dibayarkan kepada PT Kereta Apr (Persero) Dacrah Operasi VI
Yopyakarta

Untuk penpinan penggunisan atay pembangunan di atas tanah emplasemen
sendirt hanya sekitar 40 % (empat puluh persen) ndak meminta ijin terlebih
dahulu kepada pihak PT Kereta Api (Persero), hal i di dorong dan perlakuan
prhak T Kereta Api (Persero) kurang begitu memperhatikan tanah emplasemen
tersebut

Dalam hak atas tanah hak guna bangunan, hak tersebut dapat dialihkan
kepada prhak lain, hal 1m juga terjadi pada warga yang menyvewa tanah tersebut
Biasanya tanah yang dialihkan kepada pihak lain, masih dalam bentuk lahan yang
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kosong, tapi ada pula yvang sudah di dinkan bangunan di atas tanah emplascmen
tersebut. Perpindahan hak tersebut biasanya dilakukan olch orang dengan orang

yang memerlukan tanah tersebul. Tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak PT
Kereta Api (Persero).
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KESIMPULAN DAN SARAN \ a

4. 1 Kesimpulan
Pada bagian akhir dari tulisan 1m, sebagas penutup dapat dlambil nngkasan
inti sarinya vang merupakan kesimpulan sebaga benkut
1. Tanah prondkaart perusahaan kereta api negara (Staals Spoorwcegen) dan
perusahaan kereta api swasta (Verenigde Spoorwegbedriif) vang telah
dinastonahsasi, merupakan kckayaan negara yang dipisahkan menjadi aset PT
Kereta Apt (Persero), Setelah kemerdekaan, berdasarkan Peratoran Menten
Agraria Nomor Y Tahun 1965 hak beheer di koverst menjadi hak pengelolaan
atas nama DEKA, PNKA, PIKA, PERUMEA lalu PT Kereta Ap (Persero)
berlaku selama dipergunakan, tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga jika
tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteni Kevangan Tanah milik
kedua perusahaan kereta api tersebut vang telah dinasionalisasi, walaupun
menurut hukum agraria berstatus sebagan tanah negara, tetapi boleh dibenkan
sesuatu hak atas tanah dan diterbitkan sertifikatnya kepada prhak ketiga tetap
harus memperoleh 1zin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan karena menurut
hukum perbendaharaan negara tanah tersebut berstatus sebagai kekayaan
negara atau barang mihk negara. Semua tanah aset Pl Kereta Apr (Persero)
dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara
(ICW) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970, Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun 1994 dan peraturan perundangan lainnya mengenas

kekayaan negara,

13

untuk pengelolaan di Stasiun Delangpu setiap pengguna atau pihak penyvewa
tanah PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta, diwajibkan
untuk membayar uang sewa atas tanah yang yang ditempatinya. Besarnya
uang sewa disesuaikan dengan besarnya tanah vang dipakar dan setiap tahun
mengalami perubahan disesuaikan dengan kondist yang ada. Biasanya jika ada
orang akan menggunakan tanah emplasemen tersebut, berdasarkan kenyataan

48
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orang itu akan dikenakan semacam biaya pengalihan. Seksi Jembatan, Jalan
dan Rel yang sckarang diubah menjadi Seksi Properti bertugas untuk menank
uang sewa tanah emplasemen sepanjang kckuasaan Daerah Operasi V1
Yogyakara, kemudian sekst properti tersebut membentuk team-icam vang
bertugas untuk mengedarkan surat undangan guny membuyar tang sewa atas
tanah tersebut. Pithak penyvewa harus datang ke Stasiun Delanggu untuk
membayar vang sewa tanah dan juga untuk memperbaharui perjanjian sewa
menyewa tanah emplasemen, warga juga diwajibkan membayar Pajak Bumi
dan Bangunan kepada kantor kelurahan setempat. Maksud pembavaran Pajak
Bumi dan Bangunan adalah pembayaran tersebut sebagai pajak bukan seperti
uang sewa vang dibavarkan kepada P'I' Kereta Apt (Persero) Daerah Operast

VI Yogyakarta,

4. 2 Saran
Berikut ini beberapa saran yang ada untuk PT Kereta Api (Persero), antara
lan

I Dalam pengelolaan aset tanah emplasemen sepanmjang kekuasaan Dacrah
Operast V1 Yogyakarta agar dapst memaksimalkan fungsi tanah emplasemen
tersebul, agar dapat menunjang kegiatan operasional PT Kereta Api (Persero)
Daerah Operast VI Yogyakarta, selan itu Agar PT Kereta Api (Persero)
Daerah Operast V1 Yogyakarta benar-benar mengawasi pemakaian tanah
emplasemen, agar  tidak  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  vang  ndak
berkepentingan atau tidak berwenang terhadap tanah tersebut, termasuk para
petugas “palsu” vang memberikan ijin penggunaan tanah atau mengaku
petugas penarik sewa tanah emplasemen PT Kereta Api (Persero) Daerah
Operas1 VI Yogyakarta,,

2. Agar Badan Pertanghan Nasional bersifat hati-hati dalam membenkan sertifikat
tanah kepada warga siptl apabila meminta hak atas tanah PT Kereta Api
(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta dan memngkatkan hubungan
kerjasama antara PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta
dengan pihak ketiga, baik perorangan atau badan hukum.
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71, Kalimantan 37 Kumpus Tegnibote Kotale Pos 9 Jember, 68121
T (03510 335462 - 350482 Fax 330482

*

Namor (1991 /125.1,1/PP, /2004 Jember, & April 2004

Lampiran
Ferihal PRGN Sl T AEE]

Yih. Mmpingn PI. dereta Apl
( Persero) Daerah Operasl VI
Togjakarta

gl = TOGJAKARTA

Delean Faloultas Hulom Universilas Jember bersama ini dengan hormat

menghadankan kepada Saudars soolang mahasiswa

N ama Mansys Bebl Turnlawan

NI 9dNYLOINL0ER

Program: S50 HmwHukamn

Alamal J1, Halmahara IV/7 Jember
Keperluan ! Kensuliael tentang Masalah

"PENGELOLAAN ASET PT, KAI DAERAH OFERASI VI
YOQTAEARTA BERUDN TANAH EMPLASEMENT DI STASIUN

DELANGHY

Sehubunszn dengen bal lersebut diztas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari kopgsullasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusun:an

Atas bantuan dan kerizzama yvang bailt kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Tembusan Kepada

¢ Yth, Ketua Bagian Lo

» Yang bersanglutan

s Arsip |

——
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"= PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA

il
Nomor © DL.405/1V/ 38 /D VI-2004 Yogyakarta, 22 April 2004
Lampiran : - Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Perihzl : llin Penalitian Universitas Negeri Jember
di
JEMBER
1, Diberitahukan dengan hormat bahwa, berdasarkan surat saudara  Nomor :
1281/J.25.1. 1/PP.5/2004 tanggal 8 Agril 2004 perihal sebagaimana tersebut dalam pohok
sural, kepada mahasiswa Universitas Negeri Jember yvang namanya lersebul dibawah i -
|| No ‘ NAMA ‘ NIM JURUSAN I| KET |
‘ 1. ‘ NANANG DEBI KURNIAWAN ‘ 280710101082 HLHKUM ||
diberikan ijin untuk melaksanakan Penalitian di Stasiun Delanggu Daerah Operasi VI
Yogyakarta, mulai tanggal 23 April 2004 sampal dengan 22 Mei 2004 dengan syarat-syarat
sebagal berikut
4. Membawa rekaman surat ini
b, Tertib tidak mengganggu dinas PT KA {Perserg).
¢ Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku
d. Memakal kartu tanda pengenal
2. Demikian untuk menjadikan periksa, tarima kasih E
An. KEPALA DAERAH OPERASI VI YOGYAKARTA
KEPALA SEKS| SUMBERDAYAMANUSIA DAN UMUIM
KEFALA SUB SEKSI B AYA MANUSIA
NIPP. 28754
mbusan

Yth, Kepala Daerah Operasi VI Yogyakarta (sebagai laporan).
Yin. Kepala Sub Seksi Pengusahaan Asset Divisi Properti V] Yk,
Yth, Kepala Stasiun Delanggu Daerah Operasi VI Yogyakarta,
Arsip,

UTAMAKAN KESELAMATARN DAN PELAYANAN
JI. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta Facs. (0274) 512056, Telp. (0274) 513358 Toka 36000
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Npfrar Kuisioner 1

S‘_;al». kapan andn mesyewa [ mentilikd tab di purmnnhan PT. KAl {Kcrﬁa ﬁpt Indonesia) 7

Horasal dari manakan tenah o7 Nf".l {Kerets Api Indonesia) yang anda dapat / sewa sekarang ini
T {pilith salah satu)

& agat sendirt dengen Hie

b Dopat sendin tiogs iy,

'g Pemberian dari saudara © wansn

d. Membeli dar orang m
e Laltn-lain
Apakah tnde mendapatkan i terlelih dahiuby untuk mendirikan bangunan tersebut ?

Kepadn siapakah ands meogaiukan (jin yang selenjulnys melakukan perjanjian sewa tanzh PT.
KA [Rereta Apl Ledanesia) orseiu ¥

I1¢rn|v1 51:“' 'ar'ull |.~L|:a|11||| 'n.urLl;. dndu buyarkin ates tanah PT. KAI (Kereta Api Indonesia) yang
ails wnipate

. Kepada ql-umLah uta I ieltl s|.1||.|k;1t. unds ||1~.r.1ha;~lar sewa. Itl.l. tansh PT KAl (Kereta Api

[riclinesid) rermelut ?

; ﬁpnku.h 1:111.1._]L|uu e mibits ;,.'t:'r o l:[‘l-ldk Reiimi dsn Huttgunirl':lLHMIh.ﬂnI anda sewa dari PT.

KAD (Keretn Apl Indonesia) !

; J|k.| nnl.‘m IIh.rr|| .unr PER rl'aj.lk B dan ﬂﬂHJUIl‘IHL berapakah anda nttmbI}"ImrI"

i Enmpltl H:tpu.ukul: e II'L'II\.'HI[:-Ili b rnmuy:wn nah BT m (Kﬁml Api Indonesia)

tersebug 7

I1:|.||h.| Lkl |H..||.1'||J|I.|| sesvat tauily Vil i 1L;:4h.ul|.1m15un P"I' KAI[Knmuﬂpi Indonesia)

tegebul berlnngsung ?

.l'l,pnhi.lu.nnrlu diminta pindal stag tannh T KAD {Kereta Apl Indanesia) tersebut diminte kembali,
mikn .1|:|.'|k.'|'h wndn akan memintg gant) keruginn nas bangunan yang anda dirikan 7

Jlka s memints gunti kertagipn, kir-kitn berapakah ulldl.l.kln meminta ganti rugi 7

ii.ur‘qﬁ jgrak nptarn nmah plaw h.ml,una'n yang nmin dlnkln diliu tll'll.h Fr KAl (Kerela Api
Indonesia) (In'n_i.'ln Stafilem Delanggn

[

: [!unaun-m unuu vl iy Il.m*. |t1mi..l.l| untik Lenipat 1|||y,u1|.l alay umui yang lainnya 7 (misal :

Lanha, degiing niau Wiriswakkn)

Hcram nr.mH }EI'I&. beetem 1||LH.,._.'¢| il nnnah / bungunm dlm 'I‘»Imlnh PT. KAl {Klﬂ‘“ Apl
Indemesia} tersabit ?

A 'Si.;iuin runnih / lrl.ll:L.',-.m.u.l yig ude dintng !uu-ui.1 I"I'.. KAJ {Knruu J'Lpi lﬂﬂhﬂill apakah anda juga

||||,:|1I.J:n,,||tyu'; L by el ATRAT takn Y

: :'k.}'lﬂl-:.lil|.1 In.nﬂn IT'I.GHHJ |15||'-1;.:1I|I.|m.|nll T KA I:j|.<l'rl.7|||-.'l .I";.Fri .1n.iilulnulli ylnﬂlndl tempati sckitratig

menfadi trnah hok neilik ek 7
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Namn 1 2 3 4 5 [

Aris Hudiyanto 1989 1990 0m | 8m Pemberian dari saudara/warisan | Dapat izin dani Kepala Stasiun Delanggu
Dwi Purwanto = - Membeli dari arang lain Irin dari penjual tanah

Hariyani HWim | 75m Pemberian dari saudara/wansan | Ya
Huwatnn 1970 T 1974 7200 SOm' Membeli dari orang lain
Sumardi CS 1979 1979 3925m° | 28m | Dapat sendiri dengan izin Ya |
Sarengat 1982 1982 2925 m | 2925m° | Dapat sendini dengan izin Ya

‘Sastro Karno 1980 1981 G0m' 60 m Dapat sendin dengan izin Tidak i
Sarijo 19590 1985 108m' | 63m Dapat sendini dengn izin =

" Suyadi 1955 1987 60 60 m’ Pembenan dan saudara/wansan | Mendapat izin
Warsono 2000 2000 ID0mt | 60m | Mcmbeli dan orang bun Tidak : |
Rukiman Manto 5, 1993 1994 0w’ | 72m Membel dari ocang lain ?_n.mﬂ?n.._n:. dan Kepala Strsun Delangry

y | Margono 2003 2003 55m S5m’ Membeli dan orsng lain Dapat izin

Deki Saputro 17 November 1984 | 17 November 1984 | 77w’ TTm Pemberian dari saudara/warisan | Ya S Bii
Sardi Muh. Tdris 1990 1985 63t 63 m Pemberian dari saudara/wansan | Dapat

Dl Sarjono . 12 | 12m' | Mcmbeli dwiomnglain. | Ya . #
Stamet Teguh Raharjo 1984 1984 124 24m | Membeh dan oramyg lam Ya ] e |__

| Suparno 1989 1949 135m | ifm _.rn__.rn:niﬁ__miu I _
Saryanto 1983 1983 120’ | 120m° | Pemberian dari sandara/wanisan | Ya .
Sri hartiyah 1962 1970 1105m" [975m" | Pemberian dani sandara/warisan _
Suyanito 1997 1975 120m" [ 120m" | Membeli dant orang lain Ya
Salam 1956 1956 182m' | 144m’ | Membeli dan orang fain (tegalan) | Belum
Darso Sriyanto 1996 199 100m | 100m | Membeli dan orang lain Tidak taha —
Sugeng Raharjo 1985 1985 Wm 33,75m’ | Lain-lain
Sri Suroso 26 September 2003 1978 228m’ | 200m° | Membeli dari orang lain Kurang tahu
Suwarto 1980 1980 98 m* o8 m" Diapat sendiri dengan izin Mendapat izin
Hari Purnomo 1992 1992 60 m 30m Membeli dari orang lain Ya, mendapat izin
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Namn 7 3 2
Aris Hudiyanto Kepala Stasiun Delanggu dengan tembusan Kadaop VI Yogyakarta | Punyn Rp70.500
Dwi Purwanto Lzin dari penjual tanah 4 Tidak
Wariyani Tidak Rp 8375
Knwaino Punya Rp 7000 [
Sumardi C8 = Kepala Stasiun Delanggu Ya di pungut men (hdak &%
Sarengal Kepala Stasiun Delanggu === Ya Dimula tatn 1990 Rp 8875 porm
Sastra Karno Ya =
Sarijo Kepada urusan jalan dan bangunan Punya Rp 152.000
Suyadi Kepals Stasiun Delangeu Pumya Rp 50.000
Warsono Vi Ya Rp 18.500 B
Rukimun Manto S, Kepala Stasiun Delangon denpgan tembusam xnn__saﬁ.._.___ Yogyakarta | Punya Rp 68 500
Margona c" | Bapak Subrahim -y Belum punya F
Deki Saputro _ PFTKAL ¥a Hp1232
Sardi Muh. Idris | Bapak Mursahid Yo Lopa
Bl mmwnﬂm.:_n i Sep Ya
Stamet Teguh Raharjo | Bapak Marjan Punya Rp 86.000
Suparnn ] Bapak Bilal ==- ¥a Rp 49.000 u.ww.mﬂ...____m Ep 70000
mn.d_ﬁaa | Kantor Jawstan Kereta Api Stasiun Delanerm Pumya z_.]_... 60 000
Sri hartiyah Tidak Rp 2.000
Suyamto Dengan Kepada PT KAl Tidak Rp 60.000 Ny
Salam PTKAl Ada [Punya Rp 27.300
Darso Sriyanto Tidak _ -
Sugeng Raharjo Memegang /punya Ep 51.000
Sri Suroso Di pusat K AT Yogyakarta Memegang dan mempunyai surst | Yang lama Rp 21.00, yang bara belom
Suwarto Kepala stasiun Mempunyai Rp 20.000 pertahun
Hari Purnomo Kepada kepala stasiun sctempat ¥a Scbesar Rp 75,000
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Nama 3 10 1 12 13
Aris Hudiyanto Kepala Stasiun Delanggu Membayar Rp 6.000 Tanah PT KAI digunakan olel PT KAI
Dwi Purwanto - - - Selamanya
Mariyami | Kcpada petugas yang bersangkutan | Ya Rp 8.500 4 :
Kuwatno Kepala Stasiun Delanggn Ya Rp 4.000 Selamanya
 Sumardi CS Kopala Stasiun Delanggu ¥a Rp 1.008 : Selamanya
Sarengat = Stasiun Delanggu Ya Rp 1,008 Sclamanya
| Sastro Karno Kepala Stasiun Delanggu Ya ._ﬂ_u 3800 Selama hidup
Sarijo Kepala Stasiun Delanggn Ya Rp 17.000 Sampai tanah dipergunakan
Suyadi |Hmnnm._m Stasiun Delangeu Em“_s._..__&__wh Ep 7.000 Sewmiur hidisp
" Warsono Kepala Stasiun Delanggu - - = -
Ruliman Manto 5. Eepala Stasiun Delangin Membayar . | Rp B.500 Sampai PTEAI menggunakan tanah tersebut
P—nﬂmc:.w mmﬁmr Subrahim ) ¥a Lp 25000 — Rp 50.000 | Selanjutnya .
Deki Saputro Stasiun Delanzgu | Xa Rp 4928 Selamanya
| Sardi Muh. ldris Kepada atasan Ya Biasa scperti milik orang laint Kalau hisa selamanys
g: | PIEA 3 a i - Tua
Slamet Teguh Raharjo mEEE..UMEsmmz Ya : Rp 6,000 Sampai seterusnya 4
_.m..:.__#-l. ; Bapak Wamao dan fapak Daryanto | Ya Rp 7.000 __ Sarmipral selanjutnya
Saryanto Melalui PIEA Ya Rp 30,000 Selamanya
Sri hartiyah Ke Stasiun v Rp 26.000 | Seumur hidup
Suyamto Kolektif Ya Rp 7.000 Sclamanya
Salam Melalui Stasiun .G__u__EHmmﬁ : Ya Rp 14.000 - m_w_prshm.m
Darso Sriyanto - “Tidak = - m.m_un_wn_u..u
Sugeng Raharjo Petugas PT KAl - - -
Sri Suroso Petugas PT KAl di Delanggn Ya Saya belum tahu karena penduduk Sclamanya
Sywarto Kepala stasiun Metnbayar ke kelurakan WM._.H 600 Selama-lamanya
Hari Purnomo Kepada petugas stasiun seterhipat Tidak - Sampai kemungkinan menjadi hak milik
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 Nama

11 15 16

Aris Hudiyanto Perjanjian diperpanjang setiap tahun Mesmunta ganti rugi baik tanab tanah/bangunan | *

Dwi Purwanto Selamanyn Metminta
Hariyani Ya Terpantung luasnya bangunan =
Kuwatno - Minta panti rugi Rp 20 juta

Sumardi CS 21 tabun Minta | Scsuai dengan harga bangunan sckarang ini
Sarengat E 2] talinn Minta Sesuai harga bangunsn unrﬂ..-..__m ini

Sastro Kamno Selamanya Ya Sesuai dengan _Emu bangunan

Sarijo Schiap tahun Menminta Belum tahu ¥

Suyadi - Minta ganti rug Ep 50 juza

Warsono - Yar- Rp 15 juta

Rukiman Manto S Diperbaburui setiap tahwm Minta ganti rug Sesuai dengan harga tanah dan kondisi bangunan |
Margon Selamanya Ya Scsum _n_.nn_..mH.,.u_uE.m...Hn:

Deki Saputro Selama PT KAI membuhhikan Ya “Scperts rumah biasa =
Sardi Mub. Idris Sclamanya Ya = Senilai uang bangiurnan

Dul Sarjono Selamanya Ya g Senilai uang bangunan

Slamet Teguh Raharjo | Sclamanya Ya Rp 50 juts

Suparno Turun temurun Ya Rp mnwEn

.| Saryanto Sampai tanah di gunakan PT KAl Minta ganti rigi Senilai harga bangunan

Sti hartiyah Seumur hidup Ya Sebanding dengan harga sckarang

Suyamta Tidak ada batas wakmu Ya Minta seharga bangunan di atasnys

Salam Dahulu setiap tahun diperbaharui , sckarang | Minta ganti rugi Scharga nilai bangunan

Darso Sriyanto __uﬁnr Ya Sesuai dengan kerugian

Sugeng Raharjo . Minta gant s Sesuai dengan harga bangunan

Sri Suroso Selama tanah tersebut tidak digunakan PT KAl | Ya, itu pasa Discsuaikan dengan kondisi bangunen juga harga

sewakty diminta

| Sslama-lamanya

Sebamyuk rmmzkin
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Mama

17

9 20 21

Aris Hudivanto 200m | Tempat tinggal 3 orang Belum punya | Sangat menginginkan sckali apabila dimungkinkan
Dwi Purwanto = ?

Hariyani [00m | Tempat tinggal 6 arang Tidak Ya
Kuwatno J00m | Tempat .E._W:un_ s arang Tidak 1 Ya

Sumardi (S 300m | Tempat tinggal Jomng | Ya Ingin sekali =

Sarengat 400m | Tempat tinggal dan usaha dagang | 3 orang Ya Ingin sckali |

Sastro Karno 400m | Tempat tinggal dan usaha dagang Ya Ya =

Sarijo 250m | Disewakarn S orang, Punya Kalo bisa ingin sekali A
Suyadi 350 'm Tempat tinggal Somng | Tidak punya Iyafmengmpinkan

Warsano 100m |7 m:inn tiggal | orang Tidak Ya

mnrrms._n: Manto 5. 100 m Tempat unw_mu._ m .an._m Mempunyai | Ingin memiliki tanah/bangunan tersebyt

Margono 100 m | Tempal tinggal dan usaha .mmm...__m. 4 orang Tidak Pingin/ ingin 1

Deki Saputro 300m | Tempat tinggal Gomng | Ya | ¥a = 311
Sardi Mub. Idris 150m | Tempat tmggal Banyak Ticdak I Va

Dl Sarjono 100 m | Tempat ingeal dan usaha dagang | 4 orang Tidak Ya Rl |
Stamet Teguh Raharjo | 200m | Tempat tinggal 6 orang Pumya Jadkt hak milik |
Suparng 100 m Tempat fingaal S o Tadak Ingin

Saryanto 500m | Tempat tinggal borang | Tidak Ya - »

Sri hartiyah 200m | Tempat tinggal & ormng Ya

Suyamto 200m | Tempat tinggal 3 orang Tidak Ya

Salam 50m | Tempat tinggal 1 keluarpa | Tidak Ya

Darso Sriyanto 300 m | Tempat tinggal 3 orang Ya Ya
‘Sugeng Raharjo SO0m | Tempat tinggal 7 orang Tidak Ya

Sri Suroso T00m | Tempat tinggal 5 arang Tidak punys | Ya, kalau itu bisa menjadi sertifikat

Suwarto * | 100m | Tempat tinggal 4 orang Tidsk punya | Menginginkan sckali

Hari Purnomao 100m | Untuk usaha 3 orang ya Kalan mungkin bisa

*sesuzi denean harea standart pada wakty penrrmasn unruk bansunan seeual denran fisik banmiman karens pads wakto sksn mengadakan sews kontrak atas tznsh terssiag dibchani semacam biayy

S R S Lo AN UK, umtuk ukusas Dusds Kurang kb .EE..EEFE;HH.E.
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